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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan puji dan Syukur kehadirat
Allah S.\W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kami,
sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun
Anggaran 2027.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha
Kecil Menengah, Kabupaten Wajo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas.

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil
Menengah,Kabupaten Wajo Tahun 2027 mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo
Tahun 2027 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2029.

Agar dalam pelaksanaan program dapat berdaya guna dan berhasil guna
sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo, kami melaksanakan
sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah Lintas Sektor, Provinsi Sulawesi-

Selatan, kementerian maupun lembaga di tingkat pusat.

Keberhasilan dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2027 ini tidak
terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terkait, untuk itu kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa penyusunan
Rencana Kerja TA. 2027 ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan
kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan

penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang.

Tersusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Tahun 2025
ini, disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan bahan
acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari
program dan kegiatan Dinas sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam
bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi UKM.

Sengkang, 07 Maret 2026

Plt.Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kab,Wajo

Drs.H.ANDI CAKUNU,.M.Si

NIP. 19690424 199403 1 008
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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk
mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan
sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan
pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara
tepat, terarah dan efisien sesuai daerah. Sedangkan ujuan pembangunan pada
umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna
mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Aspek pembangunan
meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan adanya
penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah
optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas
lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan
suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu
daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang
memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat,
dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan
kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan

berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana pembangunan pemerintahan daerah sebagaimana Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, pada pasal 27 ayat 1 mengamanatkan bahwa PD menyusun Renja-SKPD
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yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk
satu tahun anggaran yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD
Kabupaten Wajo, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya serta prediksi masalah yang akan
dihadapi. Selain itu Renja ini juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang
sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok
sasaran dalam pembinaan dan pemberdayaan Perindustrian, Perdagangan Koperasi
dan usaha kecil di Kabupaten Wajo yang menjadi bahan utama RKPD serta
prakiraan anggaran yang dibutuhkan. Seluruh kebijakan tersebut dirumuskan dan
dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk unggulan

daerah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Wajo.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra
OPD) ke dalam rencana dan program, Rancangan RENJA menjembatani sinkronisasi
dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan
yang lebih terukur.

Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2026 ini merupakan tahun awal dari pencapaian

tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan  melalui  forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan
(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya..

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat

Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya, Hasil Evaluasi
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1.2.

Renja Tahun Berjalan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atasa 6

(enam) tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan Penyusunan

2. Penyusunan Rancangan Awal

3. Penyusunan Rancangan

4. Penyusunan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah

5. Perumusan Rancangan Akhir

6. Penetapan Renja

Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo mengacu dan

berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagi dasar yaitu :

1.
2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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8. UndangiUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

11.Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492);

12.Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

15.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan
Pasar Rakyat

17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6139);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

26.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

27.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

28.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

31.

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data

33.

Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
Peraturan Bupati Wajo No.  tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun
Nomor 75);
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1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2027 disusun
dalam rangka melaksanakan amanat Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah,

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja PD Dinas Perindagkop dan UKM
(RENJA) Kabupaten Wajo Tahun 2027 adalah :

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan Kabupaten Wajo dan
sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Wajo maupun yang dilaksanakan bersama-sama

masyarakat;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar

tingkat pemerintahan;

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Renja dimaksudkan sebagai landasan penyusunan Renja;

5. Terdokumentasikannya kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan,
rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.
1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Wajo Tahun 2027 adalah :

1. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang merupakan bahan acuan

dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004
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tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap

instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;
2. Tersedianya rencana prioritas program dan kegiatan prioritas; dan

3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran
program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Wajo.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Kabupaten Wajo Tahun
2027, disusun mengacu pada sistematika yang tercantum pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dengan

sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Kab.Wajo, agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan
Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD,
Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD mulai dari
Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo serta
Keputusan Bupati Wajo tentang Penetapan Renja OPD Kabupaten Wajo
Tahun 2027.
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1.3. Maksud dan Tunjuan
Maksud dan Tujuannya:

1. Memberikan uraian ringkasan tentang maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renja bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2. Memberikan uraian ringkasan tentang sasaran penyusunan dokumen
Renja DINAS PERINDAGKOP DAN UKM Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar setiap bab di dalamnya.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja OPD Tahun

lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi
2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD
2.2.3 Pengolahan Data dan Informasi
2.2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan Prioritas
Pembangunan Pasional dan provinsi yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi OPD.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja RENSTRA OPD.

BAB IV RENCANA RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS
4.3 Rencana Program, Kegiatan san Sub Kegiatan OPD Tahun 2027

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan. Pendahuluan Rencana
Kerja Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2027 Perumusan program dan
kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berasarkan hasil analisis dengan
arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal
RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan
kenijakan. Kemudian penjelasan mengenai kegiatan yang bertambah

atau berbeda nama dari Renstra Perangkat Daerah.
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Perangkat Daerah merupakan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir priode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapar

dicapai melalui Renstra.
5.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal

5.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
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BAB VI PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa :

1. catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam
pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan  maupun seandainya
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan rencana tindak lanjut.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. dan

3. Rencana tindak lanjut
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2025 dan Capaian
Renstra OPD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo ditujukan untuk
mengidentifikasi kemampuan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kab.Wajo dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta
hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan
keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Ditengah keterbatasan anggaran, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo telah memenuhi capaian kinerja Program
sebanyak 13 Program tahun 2025 sebesar 100%. Sehingga secara keseluruhan
capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab.Wajo pada tahun 2025 adalah berpredikat sangat baik.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan target

indikator kinerja program tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

Dalam urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten
Wajo Tahun 2025, mendapat dukungan Anggaran dari APBD Kabupaten Wajo
sebesar Rp. 10.088.316.164 terdiri dari Belanja tidak Langsung sebesar
Rp 6.334.120.414,- dengan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar
Rp 5.711.005.592,- atau 90,16% dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran
untuk Belanja Langsung 2025 berjumlah sebesar Rp 3.754.195.750,-. realisasi
serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.416.046.878,-
atau 90,99%.

Pendapat Asli Daerah (PAD) 2025 berjumlah sebesar Rp 7.495.548.000,-
dengan Realisasi Rp. 4.814.134.000,- atau 64,23% .
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Keberhasilan yang telah dicapai

Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM

dalam pelaksanaan kegiatan Dinas
Kab.Wajo pada Tahun 2025

ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan

Renja tahun bersangkutan. Adapun Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja

dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kab.Wajo Tahun 2025 dan Realisasi Anggaran per 31 Desember

2025 sebagaimana tabel dibawah ini :

Pendapatan 7.495.548.000,00 4.814.134.000,00 64,23%
Pendapatn Asli Daerah 7.495.548.000,00 4.814.134.000,00 64,23%
Pendapatan  Retribusi |\ 7 495 548 000,00 4.814.134.000,00 64,23%
Daerah
Belanja 10.088.316.164,00 | 9.127.052.470,00 | 90,47%
Belanja 10.216.179.582,00 | 9.603.390.956,00 94,00%
Belanja Gaji 6.334.120.414,00 5.711.005.592,00 90,16%
Belanja Operasi 2.849.554.750,00 2.614.489.878,00 91,75%
Belanja Modal 904.641.000,00 801.557.000,00 88,60%

Adapun tingkat capaian Program Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo
Tahun 2025 sampai dengan Akhit Triwulan IV seperti yang ada dalam tabel sebagai

berikut :
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Selain Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Perindagkop dan

UKM Tahun 2025 memuat Target Pendapatan sebagai Berikut :

A. Pendapatan

Target Pendapatan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 7.495.548.000, terdiri

dari :

1. Retribusi Pelayanan Pasar dengan target sebesar Rp. 4.814.134.000,-

dengan Realisasi Rp. 7.495.548,- . atau 64,44%

2. Retribusi Jasa Usaha dengan target sebesar Rp. 25.000.000,- dengan

Realisasi Rp. 0,- atau 0 %

1. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program dan kegiatan:

Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 yang di laksanakan

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab.Wajo . Faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan. Ada kegiatan yang memang tidak tercapai target kinerja dan

ada pula yang melebihi target, untuk yang tidak dapat mencapai target yang
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telah ditetapkan salah satu faktor utama penyebabnya adalah dikarenakan tidak
tersedianya anggaran yang berdampak tidak terdanainya kegiatan yang
sebelumnya telah direncanakan pada Renja tahun 2025.

Dan salah satu penyebab tidak terpenuhinya target PAD Pelayanan Pasar
pada tahun 2024 adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah
dimana terjadinya keterbatasan sumber daya atau pertugas pelaksana
operasional dilapangan, adanya beberapa pasar masih dalam tahap
pembangunan/ rehabilitasi, masih  banyaknya tingkat kebocoran atau
kelolosan dimana belum efektifnya pemberlakuan sanksi dan kurangnya

sarana dan prasarana untuk oprasional dilapangan.

Ada beberapa alasan PAD Retribusi Jasa Usaha belum ada Realisasi
pada tahun 2025 di UPTD persuteraan Alam antara lain:

1. Saat ini kami masih fokus dalam kegiatan pembenahan di sektor hulu.
Walaupun kegiatan melekat dibidang industri namun kegiatan pengawasan
penanaman murbei tetap berada di kami.

2. Sebagaimana diketahui bahwa target PAD UPT Sutera disahkan pada awal
tahun 2025. Padahal kami mengusulkan retribusi sejak tahun 2018/2019. Sejak
akhir tahun 2021 dan awal 2022 sampai dengan sekarang kami telah berusaha
mensosialisasikan layanan UPT kepada para pengusaha kecil dibidang
pertenunan agar dapat memanfaatkan layanan kami. Namun ternyata tarif yang
berada dilapangan saat ini jauh dibawah tarif di yang ditetapkan. Ini terjadi
karena pengusulan dan survei kami lakukan untuk penarikan retribusi di tahun
2018. Jadi sudah terjadi koreksi harga dalam rentan waktu hingga sekarang
dikarenakan adanya pandemi dan faktor lain juga. Pengusaha besar yang juga
memiliki peralatan yang sama memilih menurunkan harga tarif mereka demi
menarik pelanggan.

3. Pengadaan peralatan pertenunan dilakukan tahun 2016. Jadi dalam selang
waktu tersebut sudah ada beberapa peralatan yang butuh perhatian dan
perawatan. Peralatan yang masih dapat kami gunakan dengan baik hanya sisa
mesin hani mesin pencelupan. Namun begitu Di tahun 2021 ada IKM seperti
Kurnia Silk dan Hidayat Silk menggunakan mesin kami namun saat itu tidak
kami kenakan juga tarif karna belum ada pengesahan Retribusi resmi yang
kami usulkan saat ini kami juga belum mendapatkan SKRD yang bisa kami
gunakan dan sudah dikoordinasikan ke bendahara barang sejak tahun lalu

sebagai persiapan penarikn tarif. Namun beberapa kendala internal di dinas dan
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bendaahara barang kami terganti baru kami usulkan lagi pengadaan SKRD

untuk UPTD Sutera Namun sampai sekarang belum juga tersedia.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program OPD
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas
Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM yang kurang
maksimal dan dukungan anggaran yang masih kurang sehingga perlu dilakukan

terobosan kegiatan yang tidak hanya mengandalkan APBD.

3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang periu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada
target capaian kinerja yang telah dibuat dan menjadi terobosan dana agar tidak

hanya mengandalkan APBD saja.

Adapun Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan dan Dinas
Koperasi dan UMKM Kab.Wajo Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam
Tabel 2.1 berikut ini :
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TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUAST HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD dan PENCAPAIAN RENSTRA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN 2025

Nama OPD : DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB.WAJO

Kinerja | target kinerja mhm Registan | PPOPRm/Roglatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Renstra | hasil program mmmm Renja Renstra OFD s/4
Kode dan Program/Kegiatan 2025 [Outcome)/Kegiatan (output) OPD Tahun | dan keluaran oPD deogan tahun 2025 | Catatan
2029 (Akhir | kegla d : : Tahun y
Priode | Tanan3034 | Turget Reatisasi | Vo0 | e | Reatisasi | TR
Renstra) 2025 | 2025 %) 2026 | Capaian o)
() 12 {4) 11=(10/4)*

217.03.2.01. Kinegia Perangkst Daerah ST penganggaran & svaluasi Mw
- Daerah tepat waktu (Perzentase)
217 01.2.01 0001 !L’;;nei::nnm\ Dokumen Perencanaan Perangkst &:l:;\ (nut;};!\:x:;r; lﬁ-wn@nsan Perangkar 2 ) 3 al 100w 5 8 200.00%

Mumbsh Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
2.17.01.2.01.0002 |Evordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SXPD  |Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKAS 1 | I 1 100% i 3 200,00
SKPD |Dokumen)

Mumish Dokumen Perubahan RKA-SKPD
don Laporan Hasll Keordinasi Peoyusunan 1 1 I 1 10075 ! 3 0,000
Dokumen Perubaban REA-SKPD (Doliumen)

Kvordinasi dann Penyusunan Dokumen Perubahan

7 2
2.17.01.2.01.000) RKA.SKPD

Mumbady Laporan Capsian Kinerjs dan
Ikhtisar Realisusi Kinerja SKPD dan Laporan
Hssidl Rocedinast Penyusunan Laporan 1 | \ 1 10505 i 3 0,004
Capaian Kinerfa dan IKhiusar Realisasi
Kinerjs SKPD (Laporan)

Mumlbah Laperan Evaluas: Kinersa Perangkat
Dasrah (Laporan)

Koordinusi dan Penyusunan Laporan Capedan

2.17.01.2.01.0006 |0 erin dan Ikhtisar Reatisasi Kinerja SKPD

2.17.01.2.01.0007 |Evahansi Kinerja Perangkat Daerah 2 2 2 2 100% 2 6 300.00%

Lumilah Dats Statistik Sektoeal Daerah yang
Telah Dikumpulkan dan Diperikaa Lingkup 45 0 5 73| 100% 1]
Perangkat Daerah (Data)

Jumlah Berits Acars Haxil Forum Perangkat
Dosrah Berdasarkan Bidang Urusun yang
Dismpu dalum Ranglka Penyusunan 1 0 2 2] 100% 2 Rl M0 00%
Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah
(Berita Acaral

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekroral
Daecah

~3
h

2.17.01.2.01.0009 L66.67%

Preisksanaan Foram Perangkat Dacrah
Berdasarkan Bidang Uresan yang Dismpu dalam
Rangka Petnyusunan Dokumen Perenconaan
Perangkat Daerah

2.17.01.2.01.0010
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Target Target Perkiraan Realisasi
Kinerja |target kinerja % ““"";‘ Kegiatan I.IU II ‘OI’DOIC
Xode Urcvsan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Renstra | hasil program giatan OPD Tahun 2025 Renja -~ tabun 2025 | Catatan
dan Program/Kegiatan 2025 (Outcome)/Keglatan |output| OPD Tshun | dan keluaran OFPD &
2029 (Akhir| keglatan s/d Tingkat Tahun Tingkat
Priode | Tahun2024 | Target | Realisasifo  y ;| berjalan | Realisasd | o o0
Renatra) 2025 2025 %) 2026 Capaian 6]
(1) 12) 3) (4} (5) 61 7 Bs(7/6) 9) 104|517+9) [11«(10/4p4 (112)
Persentase Administrasi Keuangan
2.17.01.2.02.  |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah e s "" o
5 1% c . - ) p Juinlal Crsng sang Menerbma Gaji dan - ” e i oy o p .
217.01.2.02.0001 [Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang/bulan) 58 272 57 57 100 57 386 665, 52%
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
y Koordinasi dan Penyusunan Laperan Kewangan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi y g .
2.17.01.2.02.00085 e . 00%
s s Akhir Tahun SXPD Penyusunan Laporan Kenangan Akhir : ! : . . . S S
Tahun SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanen /
B e e Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan
2.17.01.2.02.0007 Bul: ! 08 8 Koordinasi Penyusunan Luporan Keuangan - 0 3 3 1000% 0 3 75,00%
vianan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD : :
Bulanan /Trwulanan /Semesteran SKPD
{Laporan)
2.17.01.2.06. wmmm Porsentase Reulisasi Pendspatan Dasrah
Perangkat Daorah Kewenangan PD (Persentase)
217.01.2.04 0007 |Pelaporan Penpelolasn Retnbusi Daerah Jumiah Laparan Pengelolaan Retribusi I 1 ] 10095 i 3 300,00%
Daerah (Dokumen)
217.01.2.05.  |Administrasi Kepegswalan Peranghat Dacrah | o oc case Pegawal FD yang dilayasi
Jumlah Dokumen Pendataan dan
2.17.01.2.05.0003 :‘nd":"":::n o e Pengolahan Administrasi Kepegawainn 1 0 1 100% U 1 100,00%
siienatsame {Dukuimen)
= Jumlah Orang vang Mengilcuti Bimbingan
217.01.2.050011 Bimbingan Teknis Implementasi Feraturan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 1 0 2 0 0% 0 0 0.00%
Perundung-Undangan >
Undangan (Orangl
. Persentase administras! umum
2.17.01.2,06. Administrasi Umam Perangkat Daerah berjal i standar (P Im'
Pecediant e Sen Biatadasl Jumlah Paket Komponen Instalasi
RATONIO6000) I Vs o o R NS Listrik/ Penerangan Bangwnan Kantor vang 15 10 15 15| 100% 15 40 266,67*
Listrik/ Penerangan Bangunan Kanter 0 : c
Nacdsakan (Paket)
: Jumlah Paket Feralatan Rumah Tangga : =
7 20 N03 Ryt eradats Ll anges . 20 10 20 : 0= 20 50 250 005
21701 6 00 Penyedisan Peralatan Rumah Tanggs yane Disediskan [Paket) ) 0 20 ),
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Kinerja | target kinerja |  Program dan Keluaran | yo iaean "’"""’m.“
Ead Urusas/Bidang Uraean Pemerintahan Dasrah Indikator Kinetja Program Renatrn | hasil program | ¥eglatan OPD Tahun 2025 Renjs ."""".II hon 2028 | Catat
dan Program/Kegiotan 2025 (Outcome)/Regiatan (output) OPD Tahun | dan keluaran OFD
2029 (Akhir | kegiatan s/d Tingkat | Tabun Tingkat
Priode | Tahun2024 | Targot | Realimaal j o o | verjalan | Realisasi | o ol 0
Renatra) 2025 2025 T 2026 Capaian %)
(1 2) (3) (%) I5) |16} () 8<(7/6)* 19} 10=[5+7+9) [11<(10/4p| (12}
J v Jumlah Paket Barang Cetakan dan
7.01.2 ‘ 0 2 ; 2 %
2.17.01.2.06.0005 |Penyectioan Barmng Cetakan dan Penggandann Pengganduan yang Discdiakan (Paket) 20 B 0 20 1OO% 20 48 240,00
. Jumlah Dokumen Dahan Bacasn dan
2.17.01.2.06.0006 {Peryedinen Bahan Bacasn dan Persturen Peraturan Perundang-Undangan yang 1 1 1 0% 0 L 100,00%
Perundang-undangan g ¢
Dissdiakan (DNokumen|
Penyelerggpurann Rapal Kooedinas dan Konsubsesi  [Jumlah Laporan Penyelenparaan Rapat T Ry
21701206, g X 2 2 c L S0O6,67%
17.012.06,0008 SKPD Koordinasi dan Konsultast SKPD (Laporan) ! " 1 1 Lods 12 9 Snied
2.17.01.2.07.  |[Teogrdasn Bazang Milik Daerah Peaunjang Pussontase BILD Persngiat Dascah
Jumlah Unil Sarana dan Prasarens Gedung
217.01.2.07.0010 |Pengaduan Sarana dan Prasaruna Kantaor Kantor atau Bangunan Lainnya yang 4 22 D O 3 25 625,009,
Digediaksn
2.17.01.2.08. mmmm Persentase jasa penunjang urusan yang
: Pemerintahan Dacrah tersedia (Persentasej
217.01.2,080001 |Penvedinan Jasa Surat Menvurat sumiah Laporsn Renywdisan Jass Surat 12 12 12 12| 100% 12 36 300,00%
> Menvurat {Laporan)
o , T y Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2.17.01.2.08.0002 |/ ¥edisan Jass Komunikasi, Sumber Daya At |k ounikasi, Sumber Dayn Air dan Listrik 12 12 12 12| 100% 0 24 200,00%
dan Listnk -
vang Disedinkan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyedizan Jasa
217012080004 |Peavectinan Jasa Pelayanuan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Desedinkan 12 12 12 12 1O 12 36 300,004%
[Laporan)
21701200, |Pemelibaraan Barang MUk Dacrab Peaunjang  |Persentase BMD pepunjang urusan yang
Urusan Pemerintah Dacrah terpelihara (Persentase)
Penyvedisan Jasa Pemeliharaan, Biays Jumlsh Kendaraan Perorangan Dinas atan
21701L2.09.0001 |Pemeliharann, dan Pajak Kendarman Perorangun Kendarsan Dinas Jabatan vang Dipelinam 20 10 20 20 LO0%% 20 50 250,00%
Dinas atau Kendarwun Dinas Jabatan dan dibayarkan Paaknya (Unit)
2.17.01.2.09.0000 |Pemeliharasn Peralatan dan Mesin Lainnya J\.lmh.‘h Prrnlnyun o Meain Lnrow yeos 7 3 7 7 1O 7 17 242.86%
Dipelibara [Unity
' . 2 : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
2.17.01.2.08.0010 Nm"'h“f"m/mh"w“m' &"mn.dm skimonnace: Kantor atau Bangunan Lainnva yang 1 1 1 1 LO0% 1 3 300,00%
CGedung Kantor atau Bangunan Lainnya v
Dipelibara/ Uirehabiitas) (Unit)
Urusan Wajid Bukan Pelayanan Dasar
217 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
et USAHA KECIL, DAN MENENGAH
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2.17.03.2.01,

Jumlah Koperasl yang diawasl dan
(Koperasi)

Target : Target
Capaian Realisasi | Target dan !;::“ Kinerja | program/ "m‘mn' farget
= Kineria | target kinerja Program Keluaran Kegiatan Renstea OPD »/d
Kod rusan,/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerjia Program Renstra | hasil program kegiatan OFD Takun 20235 Renja deagan tahun 2025 | Catat
dan Program/Kegiatan 2025 {Outcome)/Kegiatan (output) OPD Tahun | dan keluaran oPD
2029 (Akhir | kegiatan s/d v Tingkat Tahun Tiagkat
Priode | Tahun2024 | Tasget | Reatlsasi | o o) verjatan | Realimasi | o o0,
Renstra) 2025 2025 o) 2025 Capaian )
(1) (2) {3) %) 15) (6} (7) 8={7/6/* 19) 10=(5+7+9) |11=(10/4) [12)
Penerbitan Izin Useha Simpan Pinjam untuk Jumlah rekomendusi penerbitan |2in
2.17.02.2.01. dengan Wilayah Keanggotaan dalam Simpan Pinjam yang diterbitikan
Kabupaten/Kota
Fasiditesi Pemenuhon Izin Usaho Stmpen Pinjam t:;?k:::h&?:::’?:b:: :"‘E_]at‘::n
dan Pembukaan Kantar Cabang, Cabang Pembantu | .~ : % ST
2.17.02.2.01.0001 |dan Kantor Kas Koperass Simpan Pinjam untuk || cmoanty dan Kantor Kas Koperasi Simpan 5 20 190 190 100% 0 210 4200,00%
: » Pinjom untuk Koperasi dengan Wilayah
Koperasi dengan Wilayah Keanggotoan dalam K da Daerah
Doerah Kabupaten /Kota gt cnians Dibetily
) Kabupaten/Kota (Unit Usaha)

Felaksanaan Proses Pemenksaan dan Pengawasan
217.03.2.01.0004 [Xoperasi yang Wilavah Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/ Kota

Kesehatan Koperasl Simpan
Pinjans /Uit Simpan Pinjam Koperas! yang
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota '

2.17.04.2.01.

WTumlah Koperaai yang telah dilakukan
Pemernksann dan Pengawasan (Unit Usaha)

Jumlah koperas! KSP/USP yang dinilal

400

200

200

100%

58.75%

Peloksannan Penllaian Keschatan KSP/USP

2:17.04.2.01.0001 Koperasi Kewenangan Kahupaten /Kota

bJumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah
Difalockan Peailaian Keseharan (Unit Usaba)

200

10

40

1005

42,500
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Target Target
kegiatan OPD Tahun 2025 Renstra OPD s/d
Kod Urusan/Bldang Urusan Pemerintahan Dacrah Indikator Kinerja Program Renstra | hasil program Renja de tahun 2025 | Catatan
dan Program/Keglatan 2025 {Outcome)/Keglatan (outpat) OPD Tahun | dan keluaran oPD gan
2029 (Akbir| keglatae s/d Tingkat Tahun Tingkat
Priode Tabun2024 | Target | Realisasi | o -0 0 | berjalan | Realisasi Capalan
(1 (2) (3) 4) (5) 6) 7) 82(7/6)* 9 10=(5+7+9) |11={10/4 (12)
2.17.07.2.01. Pendataan, Kemitraan, Kemudahan kemitraan, perizinan,
217.07.2.01.0008 [Pemuihan Usaha Mikeo l',:'n“:::‘ e s e e 10 0 s s| 100% 0 5 50,004
217.07.2.01.0011 |Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro “L',';:‘}:‘?:‘ Uinlen. Mo paing Terfasiiitant finkt 50 0 50 50| 100% i8 63
o
\ I |} i J {Uni
217.07.2.01.0004 |Penyusunan Basis Duta Usaha Mikro L’";:;:::’ e ihrioans BB 100 520 520 | 100% 130 750
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahean UMKM R \
217.07.2.01.0015 |serta Kapasitas dan Kompetensi SOM UMKM dan f;:_";'ﬁ"\f‘g 5 ‘L‘“"ﬁ(t'::“‘:‘:u’::::"":’;;':‘"‘T‘“ a0 0 34 sa| 100% 0 84
Kewirausahaan melalul Pendidikan don Pelatthan - " &
Usaha Mi3 Orlentast Jumloh Usaha Mikro yang dikembangkan
2.17.08.2.01, Henges ‘Keell dengan Orientasi skala usaha menjadi
' Shoals Dinks Meajndi Usaha skala kecll (UMKM)
2.17.08.2.01.0002 [Pengembangan Usaha Mikro l’l‘::::‘ Usaha Mikro yang Terfasilitasi {Unit 3s o 4 4l 100% 0 4 11.43%
Jumlah Unit Usalia UMKM yung
: Mendapatkan Fasilitas Produks dan
» > P
2.17.08.2.01.0006 |- roduksl dan Pengolshan, Remasaran, Sumber | ouh o Pemasaran, Sumber Days as 55 5 5| 1o0% 0 60 171,43%
Daya Manusia, serta Desaln dan Teknologi e _ < A
Manusin, Serta Desain dan Teknologi (Unir
Usahal
Urasan Pemerintahan Pillhan
3.30... URUSAN PERDAGANGAN
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Peekiraan Realisasi

Target Target :
program/kegiatan
Kod Urusan/Bidang Urusen Pemerintahan Dacrak Indllkator Kinerja Program Renstra | hasll program mwpm‘m Renja IH m"lll 2028 | Catat
dan Program/Kegistan 2025 (Outcome)/Kegiatan (output) OPD Tahun | dan keluaran OoFD
2029 (Akhir| kegiatan s/d Tinghkat Tahun SES
Priode Tabun2024 | Target | Realisasi berjalan | Realisasi bmarmia
Realisasi Capaian
Renstra) 2028 2025 %) 2026 Capaian | %)
(1) (2) 13) (4) (5) (6) (7) B8=(776)* [9) 10=(5+7+9) |11=(10/4)| (12}
Jumlah sarans den prasarana
3.30.02.2.01. dan Pengelolaan sarsna Distribusi yang dibangun/dikelola
3.30.01.2.01.0001 |Penyedinan Sarana Distribusi Perdagangan ]"‘I"“"‘:"‘h Sarana Distribtiss Rerdapsngan 2 = 4 4| 100w 0 a 31,25%
v . |Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distnbusi LJumloh Fasilitusi Pergelbolaan Sarana - Ty
L y 2 20
3.30.03.2.01.0002 Perdagangan Distribusi Perdagangan {Unig 33 14 S50 S0 100 0 o4 31,25
ldentifikas| terhadap lemboga dan kemoditas Jumlch Lporan identifikasl lembaga dan
3.30.03.2.01 0004 [petensial Sistem Resi Gudang di wilayah komoditas potensial Sistem Resi Gudang 1 0 1 1 100% 0 1 31,25%
kabupaten /kota |{Laporan|
sk 'r.ll Siadaat e |Lnn|-u dan pema
230, Pembinaan penn:::un
-SR03, hwmamm 'm".'““mm-.m
LTumlsh Dokamen Hastl Pembinasn dan
oMo 3 p— s
3.30.03.2.02.0001 :;:’"::ﬁ"’,:;‘;'a' "’“‘:\"“"‘""” IEOgERIASaAM. | opendalinn kepada Pengelola Sarena | 1 i 100% 1 3 300,00%
"o Distribusi Perdagangan (Dokumen)
- Hozga, dan Stok Barang Bab
3.30,04.2.02, Pokok dan Barang Penting di Tingkat than pokok dengan hargs yang
: : g : (Bahan Pokok|
Jumlih Laporan Pemantavan Harga dan
Pemantawan Harga dan Stok Barang Kebutuhan  [Stok Barang Kebutuhan Pokok den Barang
3,30.04.2,02 0001 |Pokok dan Barang Penting pada Pelaky Usaha Penting pada Pelaku Usaha Distribusl 12 12 12 12 100'% ! 25 208,33%
Distribusi Barang dalun 1 [Saty) Kabupatea/Kota  [Borang dalam | (Saty) Kebupaten/Kota
Laporan]
Pelaksaraan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Jumlsh Luporan Pelaksanaan Operasi Pasar
3.30.04.2.02 0003 |Khusus yang Berdampak dalam | [Satu) Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak 12 o | 1 100% 2 16,67%
Kabupaten /Kot datam 1 [Satu) Kabupaten /Kota (Laporan)
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Target Target

Urusan/Bidang Urasan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Renetrs | hasil program | Xegiatan OPD Tshus 2025 | g.n;, | RenstraOPDw/d
Koke dan Program/Keglatan 2025 (Outcome)/Kegiatan (output) OPD Tahun | dan keluaran opp | TSNRIERED ANRY. || Catatan
2029 (Akhls| kegiatan s/d Tingiat | Tahun Thaghat
Priode Tabup2024 | Target | Realisasi | berjalan | Realisasi
i SEUNE | o l!«:;ul ol (7 calp;:n
(1) 12) 13} 4) (5} (6] 7 8={7/6)* 19) 10-{5+7+9) [11~{10/4)7 (12)

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui

3.30.05.2.01. Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk  |Jumlah Promosi Dagang dan Misi Dagang
’ Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 [Satu)  |yang diseleaggarakan (kali) :
Deerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional shiiah Pelak Uik yasjs ikl I8 15 15 15 100% 15 45 250,00%

dalam Pameran Dagang |Pelaku Usaha)

Jumlah Pelaksansan dan Pengawrsan
3.30.06.2.01. Vi ‘ barang dan tertid niaga yang
ulang dan pengawasan M!! M ;
g ’ L e ) ! " 3
1.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologl Legal.Berupa Tera-Torn Jumlah Alat Ukur, Alat Tf\kar. Alat l,n.ﬂ).a‘ng. 2070 130 750 750 | 100% as0 1430 59 08%
Ulang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang {Unit)
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologl = ! "
% ) { p Metr eqnl 55 5 5 ¥ 2 15.45%
3.30.06.2.01.0002 |Pengawasan/ Penyuluhan Metrologl Lega Lewal vanir Dibia {Omny 350 100 150 150 104 0 50 345

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam
Peningkatun Penggunann Produk Dalam Negerl  |promosi produk dalum negerl (UMKM)

3.30.07.2.01.

Jumlah UMKM yang memperokeh fasilitasi
Promasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 23 0 20 204 1007% 0 20 30 .00
di Tingkat Kabupaten/Kota (UMEM)

Pelaksansan Promosi Penggunaan Produk Dakam

3.30.07.2.01.0005 Negen di Tingkat Kabupaten /Kota

3.31.. URUSAN PERINDUSTRIAN

3.31.02.201. Penyusanan dan Evalunsi Rencann mumm
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota pombangunan industri kabupaten /kota
(Laporan)
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Target : Target Perkiraan Realicas
Capaian | Realisasi | Target dan Realivasi Kineeja |proor iy |  CApaian target
Kod Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dacrah Indikator Kinerja Program Renstra | hasil program kegiatan OPD Tabun 2025 Renja 2 tahun 2025 | Catat
dan Program/Keglatan 2025 {Outcome)/Keglatan [output) OPD Tahun | dan keluaran OFD Seagua
2029 [Akhir| keglatan s/d Tingkst | Tahun Tingkat
Priode b0 Realisasi | berialan  Realisasi | o o
sl e T il i om0
(1 (2] (3] 4) (5} (6] 8~(7/6)" (9] 10~(8+749) [11-(10/4)% (12)
Jumiah Dozumen Hasil Koordinasi,
Koordinas! dan Sinkronisas! Pelaksanaan Rencana |Sinkronssasi, dan pelaksanaan : o p
1 201 . % b
10220 0003 Pembangunan Sumber Dayas Industn Pembangunan Sumber Daya Industri \ ! 1 : ¢ AN
|Dokumen)
Jumiah Dokumen Hasi! Koordinasi,
Koorcinas! dan Sinkronigasl Pelaksanaan Rencana [Sinkronisas), dan Felaksanaan
’ 'l ' P v
NALLSO1 000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana : ' et : 9 12
Industri (Dokumen)
Koordinasl dan Sinkronisasl Pelaksanaan 'éf“;hh‘um.u::";:’: TR
3.31.02.2 01 0005 [Pemberdavaan Industri dan Perun serta S AR B T BT 1 1 100% 1 3 300,00%
Masyaraloat Pemberdayann Industri dan Peran Serta
¥ Masyarakat (Dokumen)
Juminh Dokumen Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Pengumpulan. Pengolahan dan Analisis - [Pengumpuian, Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Data Industri, Data Kawasan Industri serta .
13104201, ¢ 5 0 00 1 00 ,00%
1-31.03. 2010001 1; i Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Data Lain Lingkup Kabupaten /Kata Melahi : o = 2
Informasi Industri Nasional [SI{INas) Sistem Informasi Industri Nasional [S[INas)
[Dokumen)
Jumiah Dokumen Hasil Diseminasi dan
Diseminasi dan Publikasi Data [nformas! [ndusts  [Publikasi Data Informasi dan Analisis ,
3.31.04.2.01 0002 : | 1 1007 I 3 300,00%
_ Kabupaten/ Kota melalul SlINas Industri Kabapaten/Kota Melalu SliNas
|DoKuwmen)|
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan
Atas Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM
Kab.Wajo Dinas Perindustrian, Perdagangan, KoperasiUsaha Kecil, dan Menengah
adalah: melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati..

Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo merupakan salah

satu dari 27 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wajo.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrian Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai
berikut:

1. Menyusun kebijakan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan Daerah .
3. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai Tugas

Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.2.1 Tugas, fungsi dan Kedudukan Organisasi

A. Kelompok Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok yaitu :

Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan di lingkup DISPERINDAGKOP dan UKM serta membantu
Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang
perdagangan, bidang koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang menjadi

kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Kepala Dinas mempunyai Fungsi yaitu :

a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil
dan menengah;

b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil
dan menengah;

C. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;

d. pelaksanaan administrasi Disperindagkop dan UKM; dan

e. pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan
baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok yaitu :
Merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk,
mengatur, menyelia mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
kesektariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan
umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam
lingkup Disperindagkop dan UKM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fungsi yaitu :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan serta keuangan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian yang mempunyai tugas;

Tugas : merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa,

pegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Uraian Tugas :

a. penyusunan kebijakan teknis di Sub Bagian umum dan kepegawaian;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sub
Bagian umum dan kepegawaian;

C. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepada staf dalam lingkup Sub Bagian umum dan kepegawaian;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup Sub Bagian
umum dan kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

mempunyai
Tugas Pokok:

Merencanakan Kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas sub bagian perencanaan

dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
Uraian Tugas -

a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaan, pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaaan dibidang perencanaan dan pelaporan;

c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian
perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah;

d. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;

e. Menyiapkan bahan serta dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana
Disperindagkop dan UKM meliputi pemeliharaan gedung, Pemeliharaan Peralatan

Kantor, dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
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f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana
kerja anggaran Disperindagkop dan UKM sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan laporan
akuntabilitas instansi pemeritah;

h. Menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

i. Memberi tugas kepada bawahan;

j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur peleksanaan pekerjaan;

k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai dengan prosedur
peleksanaan pekerjaan;

I. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan
perumusan dan evaluasi kebijakan;

m.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban peleksanaan pekerjaan untuk kejelasan
hasil kerjanya; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub bagian Keuangan.
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai
Tugas pokok :

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas subag keuangan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
Uraian Tugas yaitu :

a. Merencanakan kegiatan subbagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagia pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan dibidang keuangan;

c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan
dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d. Melaksanakan penggajian pegawai di lingkup Disperindagkop dan UKM;
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e. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup Disperindagkop dan
UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan perbendaharaan keuangan di lingkupe Disperindagkop dan UKM;

. Melaksanakan verifikasi terhadap keuangan di lingkup Disperindagkop dan UKM;

> «ua M

. Menyusun Laporan Keuangan akhir tahun Disperindagkop dan UKM;

. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggujawabnya
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Membimbing bawahan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pekerjaan;

k. Menyediakan data dan informasi terkait dengan bidang tugasnya sebagai bahan
perumusan dan evaluasi kebijakan;

I. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan
perumusan dan evaluasi kebijakan;

m.Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara
berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan
hasil kerjanya; dan

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun lisan yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Fungsi yaitu :

a. penyusunan kebijakan teknis di subbag keuangan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di subag
keuangan;

C. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan
kepada staf dalam lingkup subag keuangan;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup subag
keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tulisan

sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

‘3. Bidang Perdagangan:

Bidang Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
dan Kemeterologian yang mempunyai
Tugas pokok :

membantu Kepala Diperindagkop dan UKM merencanakan operasional,

mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang
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sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang penting, dan
barang penting, dan pengawasan dan tertib niaga sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang sarana dan pelaku distribusi,
pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib
niaga;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan barang
penting, dan pengawasan dan tertib niaga;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan pelaku distribusi,
pengendalian barang pokok dan barang penting, dan pengawasan dan tertib

niaga; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

‘4, Bidang Pengelolaan Pasar:

Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang

mempunyai tugas:

Tugas : membantu Kepala Disperindagkop dan UKM merencanakan operasional,
mengoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang
pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan
sarana dan prasarana pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan retribusi pasar,
pemeliharaan dan penertiban pasar, dan sarana dan prasaranan pasar;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
pengelolaan dan retribusi pasar, pemeliharaan dan penertiban pasar, dan
sarana dan prasaranan pasar;

C. pembinaan dan pelaksanaa tugas dibidang pengelolaan dan retribusi pasar,
pemeliharaan dan penertiban pasar, dan saranan dan prasarana pasar; dan

d. melakukan tugas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai

dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
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‘5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang Perindustrian yang mempunyai

tugas Pokok :

Tugas :

Fungsi :

membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan
menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang industri tekstil,
aneka dan elektronika telematika, industri agro, kimia dan hasil hutan, dan
industri logam, mesin dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

penyusunan kebijakan teknis dibidang industri tekstil, aneka dan elektronika
telmatika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industri logam, mesin dan
alat transportasi;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
industry tekstil, aneka dan elektronika telematika, industry agro, kimia dan
hasil hutan, dan industry logam, mesin dan alat transportasi;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang industry tekstil, aneka dan
elektronika telematika, industry agro, kimia dan hasil hutan, dan industry
logam, mesin dan alat transportasi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

'6. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bdang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi yang

mempunyai tugas tugas pokok :

Tugas :

Fungsi

membantu Kepala Dinas merencanakan operasional, mengoordinasikan dan
menyelenggarakan serta mengevaluasi kegiatan dibidang perizinan dan
kelembagaan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi,
pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perizinan dan kelembagaan,
pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi, pemeriksaan,

pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi;
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b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang perizinan dan kelembagaan, pengembangan, penguatan dan
perlindungan koperasi, pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian
kesehatan koperasi;

Cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan
kelembagangan, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi,
pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

‘7. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas pokok :

Tugas

membantu Kepala Disperindagkop dan UKM dalam mengoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan

Pengembangan UMKM sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Fungsi :

a.

perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM);

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);

pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM); dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
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keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Adapun kelompok Jabatan Fungsonal yang

ada pada Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo.

1. Pengawas Koperasi Ahli Muda

Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda merupakan salah satu jabatan

fungsional yang ada dalam lingkup pengawasan koperasi di Indonesia. Jabatan ini

memiliki kedudukan dan tanggung jawab profesional dalam pelaksanaan tugas

pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari Pengawas Koperasi Ahli Muda adalah:

Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan,

pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi

Tugas Pokok :

A L S o

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan koperasi

Menelaah rencana kerja tahunan pengawasan koperasi

Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan pengawasan koperasi

Menelaah rencana kerja bulanan pengawasan koperasi

Melakukan reviu rencana program/kegiatan bulanan dan tahunan pengawas
koperasi

Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan kerja pengawasan
koperasi

Menyusun dan mengidentifikasi keanggotaan tim pengawas koperasi

9. Melakukan koordinasi tim pengawasan koperasi internal dalam rangka

10.

11.

12.

13.

14.
15.

persiapan pemeriksaan.

Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan legal terhadap jati diri
koperasi.

Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan transaksi keuangan dan
usaha koperasi.

Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kepatuhan usaha dan keuangan
koperasi;

Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan legtalitas koperasi;
Melaksanakan analisis hasil pemeriksaan kelengkapan organisasi koperasi;
Melakukan analisis hasil pemeriksaan penghimpunan dana yang dilakukan oleh

koperasi;
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16.

17.

18.
19.

20.

21,

22.

23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.

Melakukan analisis hasil pemeriksaan penyaluran dana yang dilakukan oleh
koperasi;

Melakukan analisis hasil pemeriksaan keseimbangan dana dan kinerja keuangan
koperasi;

Melakukan analisis hasil pengawasan terhadap kasus koperasi bermasalah;
Melakukan analisis hasil audit sampling terkait daftar koperasi bermasalah
melalui field audit pra pengawasan;

Melakukan reviu data analysis terkait daftar koperasi bermasalah melalui field
audit pra- pengawasan;

Melakukan analisis hasil preliminary analysis terkait data objek pengawasan
koperasi;

Melakukan analisis hasil pengawasan koperasi di daerah terpencil atau
terbelakang daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah
yang mengalami bencana alam dan bencana social atau daerah yang berada
dalam keadaan darurat lain;

Melaksanakan pembimbingan dalam pelaksanaan tindakan pengawasan khusus
koperasi;

Melakukan reviu laporan hasil pengawasan kasus koperasi bermasalah;
Melakukan reviu hasil penyusunan laporan hasil pemeriksaan koperasi;
Melakukan reviu pemetaan hasil pemeriksaan koperasi;

Melakukan penyusunan rekomendasi hasil pengawasan koperasi;

Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
Mengusulkan rekomendasi penerapan sanksi administratif terhadap koperasi;
Melakukan supervisi pemantauan tindak lanjut penerapan sanksi administratif
terhadap koperasi;

Mengusulkan rekomendasi penghapusan sanksi administratif koperasi;
Melakukan analisis hasil koordinasi pengawasan dengan instansi penegak
hukum;

Melakukan supervisi pemberian keterangan dalam mendukung penyidikan
tindak pidana yang melibatkan koperasi;

Melakukan tugas sebagai saksi di proses peradilan kasus koperasi;

Melakukan supervisi proses kesaksian di proses peradilan kasus koperasi;
Melaksanakan tugas sebagai ahli dalam penanganan kasus koperasi;
Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan

pelatihan terhadap pengawas internal koperasi;

RENJA Tahun 2027 Disperindagkop & UKM Kab.Wajo Page 35



38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Melakukan reviu hasil penyusunan program pembimbingan dan
pelatihan terhadap pengurus koperasi;

Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengawas
internal koperasi;

Melakukan reviu pembimbingan dan pelatihan terhadap pengurus
koperasi;

Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengawas
internal koperasi;

Melakukan supervise penilaian dan evaluasi terhadap pengurus
koperasi;

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi di
tingkat provinsi;

Melaksanakan kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi
terkait; dan;

Melakukan supervisi kerjasama pengawasan koperasi dengan institusi

terkait;

2. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Jabatan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di

bidang perindustrian dan perdagangan, secara profesional sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Fungsi Jabatan Fungsional dari Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

adalah: Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan

perdagangan

Tugas Pokok :

W X NS AW

Pendidikan dan pelatihan;

Menganalisis data potensi wilayah usaha indag;

Sebagai penyaji dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
Sebagai narasumber dalam diskusi konsep hasil identifikasi;
Merumuskan alternative pemecahan masalah usaha indag;
Merumuskan kebutuhan penyuluhan usaha indag;

Sebagai narasumber dalam pembahasan faktor-faktor penentu;
Menyusun konsep program penyuluhan usaha indag;

Sebagai pembahas dalam diskusi konsep program penyuluhan usaha indag;
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan pedoman
penyuluhan indag;

Menyusun konsep pedoman penyuluhan indag;

Sebagai penyaji diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;

Sebagai pembahas diskusi konsep pedoman penyuluhan indag;

Merumuskan konsep pedoman penyuluhan indag;

Mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan juklak/juknis
penyuluhan indag;

Menyusun konsep juklak/juknis penyuluhan indag;

Merumuskan konsep juklak/juknis penyuluhan indag;

Mengumpulkan dan mengolah bahan/data informasi bahan penyempurnaan
kebijaksanaan;

Menyusun rencana kerja tahunan;

Menyusun materi penyuluhan bidang usaha indag;

Melakukan kunjungan tata muka/anjangsana kepada pengusaha bidang usaha
indag;

Melakukan kunjungan tatap muka kepada kelompok usaha indag;

Sebagai moderator temu lapangan/temu wicara dengan usaha indag;

Menyusun proposal kegiatan temu wicara dengan usaha indag;

Menjadi penyaji dalam temu wicara dengan usaha indag;

Menyusun proposal temu bisnis dengan usaha indag;

Menyusun laporan hasil temu bisnis dengan usaha indag;

Sebagai narasumber kegiatan mimbar sarasehan bidang usaha indag;

Membuat materi/modul untuk pelatihan usaha indag kecil pasar modern;
Mengajar dalam pelatihan/kursus usaha indag kecil pasar modern;

Melakukan kegiatan penyuluhan melalui media elektronika radio;

Melakukan layanan jasa konsultasi usaha indag secara langsung;

Melakukan desiminasi teknologi baru usaha indag menengah;

Menyusun petunjuk informasi indag dalam bentuk media elektronika sound
slide;

Membimbing analisis data penyusunan proposal ussaha indag;

Menyusun rancangan studi kelayakan business plan (rancangan usaha);
Melakukan penelitian lapangan dalam rangka penyusunan studi kelayakan
business plan (rancangan usaha);

Sebagai penyaji dalam presentasi rancangan studi kelayakan business plan

(rancangan usaha);
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39.
40.
41.

42.

43,
44,

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

Menyusun studi kelayakan business plan (rancangan usaha);

Membimbing penyusunan rencana tahunan usaha indag kecil pasar moder;
Bimbingan penerapan system manajemen mutu usaha indag kecil pasar
modern;

Bimbingan penerapan manajemen lingkungan pengolah limbah fisika, kimia,
sosekbid ISO-14000 bidang usaha indag kecil pasar modern;

Melakukan diagnose dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha indag;
Mengolah data hasil diagnosa dalam rangka memberikan jasa konsultasi usaha
indag;

Melakukan sosialisasi ketentuan ekspor/impor;

Membimbing penyelesaian dokumen ekspor/impor;

Menyusun kerangka acuan dan studi AMDAL berdampak penting;

Menyusun dokumen AMDAL berdampak penting;

Membimbing calon wirausaha indag dan atau incubator;

Membuat evaluasi terbentuknya wirausaha baru indag daan atau incubator;
Mengolah data profil investasi;

Menyusun buku profil investasi;

Menyajikan informasi peluang pasar usaha indag;

Menyusun agenda permasalahan dalam rangka negosiator bisnis;

Menyusun laporan hasil negosiasi bisnis;

Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan system pengawasan;
Menyusun landasan (AD/ART)/ pedoman institusi usaha indag;

Menyusun katalog dan bahan promosi pameran indag;

Membuat laporan hasil pameran indag;

Menyusun rencana kegiatan evaluasi;

Sebagai pembahas diskusi konsep laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha
indag;

Merumuskan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan usaha indag;
Pengembangan profesi;

Mengikuti Seminar/Lokakarya dibidang Usaha Indag;

. Penera Ahli Pertama

Jabatan Fungsional Penera Ahli Pertama adalah salah satu jenjang dalam
jabatan fungsional Penera, yaitu pejabat fungsional yang memiliki tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengukuran,

penakaran, penimbangan, dan pengujian alat ukur, takar, timbang,
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dan perlengkapannya (UTTP) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang metrologi legal.

Fungsi Jabatan Fungsional dari Penera Ahli Pertama adalah:
Melakukan pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar
tera/ tera ulang UTTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP, pengujian UTTP
dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
Tugas Pokok :
1. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Massa;
2. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Panjang;
3. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Listrik dan Waktu
Lainnya;
4. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Suhu;
5. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Tekanan, Gaya dan
Momen Gaya;
6. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran Volume;
7. Melakukan pelayanan Tera atau Tera Ulang UTTP Besaran KLH;
8. Melakukan pengujian UTTP dalam rangka penerbitan Izin Tanda Pabrik danatau
1zin Tipe;

9. Pengelolaan Cap Tanda Tera;

C. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Berdasarakan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra Industri Kecil Menengah pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai
tugas membantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dalam melaksanakan teknik operasional pengelolaan sutera alam dan
membantu pemerintah dalam mempromosikan komoditi unggulan Daerah.

Berdasarakan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi
Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan teknis operasional penelitian,

pengajuan, pemeriksaan tera, dan tera ulang alat-alat ukur, takar,timbang dan
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perlengkapannya, pengelolaan standar kemetrologian serta melaksanakan
pembinaan dan penyuluhan tentang kemetrologian.

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Disperindagkop dan UKM dalam
mengimplementasikan kebijakan secara teknis operasional.
Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatus sesuai dengan
kebutuhan dalam menunjang tugas Disperindagkop dan UKM sesuai dengan
ketentuann peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

diatur denga Peraturan Bupati.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi,Usaha Kecil
dan Menengah Pemerintah Kabupaten Wajo disesuaikan dengan Peraturan

Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 37 TAHUN 2023

ANDI ASO ASHARI, S

, M.

I NIP.19651231 198612 1 007 |

MUH. TAHIR TAJANG, SP.,

I NIP. 19721005 200604 1 030 |

KEPALA SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN &
PELAPORAN

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

FITRIYANI, S.Sos.,M.Si

MAS'ANY, S.Sos.

YUMASDI RUSTAN, S.Sos.

NIP. 19840705 200502 2 001

NIP. 19780217 200701 2 012

NIP. 19820429 200604 1 006

HJ. ANDI SUSIANA, S.Sos.

H. YUNUS, S.Sos.

MUHAMMAD DARWIS, S.E., M.Si.

SUDIRMAN, S.Sos., M.Si.

ANDI RAHMAYANTI, S.E., M.Si.

NIP. 19731010 199402 2 001

NIP. 19731231 201001 1 024

NIP. 19851212 201001 1 012

NIP. 19661110 199003 1 011

NIP. 19831221 200902 2 005

|

|

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

MUHAMMAD NATSIR, S.Sos., M.Si.

SUDIRMAN, S.E.

TIEN PRATIWI MULIAWAN, S.T., M.T.

ABDULLAH, S.S50s.,M.Si

NIP. 19690908 200604 1 011

NIP. 19690502 200701 1 025

NIP. 19810419 200803 2 001

NIP. 19730304 199603 1 003

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MIUDA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

MUHLIS, S.Sos., M.Si.

SUKRI, S.H.

NIDYA YANTI, S.T.

ANDI TENRI PAKKUA HASRA, S.E.

NIP. 19771225 200701 1 012

NIP. 19731231 200803 1 002

NIP. 19811020 201101 2 001

NIP. 19671128 201406 2 001

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
AHLI MUDA

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN AHLI MUDA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

ASRAD, S.Sos.

IRFAN, S.T.

NIP. 19820714 200902 1 003

NIP. 19720623 201101 1 001

UNIT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

|

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

YULIANA, S.T., M.T.

NIP. 19750507 200902 2 002

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA

(UPTD)
UPTD PERSUTERAAN ALAM DAN PUSAT PROMOSI SENTRA IKM UPTD METROLOGI LEGAL
Kepala UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi A

e ) Kepala UPTD Metrologi Legal

MUHANMMAD ANAS, S.E, M.A.P. Hj. SUGISWATI, S.T., M.Si.
NIP. 19810210 200701 1 003 NIP. 19740914 201001 2 002

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Persuteraan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Metrologi
Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM Legal
ANDI HASNIWATI, S.Pi. ANDI ALAMISYAH SAID, S.Sos.
NIP. 19740101 200801 2 009 NIP. 19780923 200801 1 009
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2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD
Berdasarkan kajian terhadap capaian pelayanan OPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap
IKK. Jenis indikator dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
Perangkat Daerah,serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah . Peraturan Daerah
Nomor 37 Tahun 2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kab.Wajo.

Tugas Pokok DISPERINDAGKOP dan UKM tertuang dalam Peraturan
Bupati Wajo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja DISPERINDAGKOP dan UKM Kab.Wajo adalah: melaksanakan urusan
Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, DISPERINDAGKOP dan UKM
Kabupaten Wajo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan Daerah;

2. Pelaksanaan kebijakan Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku
usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM
Kab.Wajo dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan
adalah sebagai berikut:
A. Jenis Pelayanan
1. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur,Takar,Timbangan dan
Perlengkapannya (UTTP).

UPTD Metrologi dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 82

Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis metrologi

legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabuaten Wajo
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Tahun 2017 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wajo Nomor 182 Tahun 2019 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan
tata kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindagkop dan
UKM Kab.Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 182).
Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian
oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun
surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain :
Ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengajuan. Kegiatan Tera/Tera
ulang UTTP di laksanakan oleh UPTD Kemetrologian dengan memberikan
penyuluhan tentang kemetrologian, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan
Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Wajo. Adapun tujuan
pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindingi kepentingan umum

(Produsen dan Konsumen ) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM  dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 67 Tahun 2020 . UPTD Persuteraan
Alam dan Pusat Promosi IKM merupakan unit pemeliharaan ulat sutera (hulu)
hingga menghasilkan benagn sutera/tenun sutera/tekstil lainnya (hili) dan pusat
pusat promosi bagi sentra IKM yang ada di daerah.

UPTD Persuteraan Alam dan Pusat promosi IKM dibentuk bertujuan untuk
meningkatkan akses dan mutu pelayanan Produk Persuteraan Alam Daerah.
Dimana jenis pelayanan yang akan dilakukan pelaksanaan teknis operasional
pelayanan kegiatan pemeliharaan dan budidaya ulat sutera, pertenunan dan
pengujian mutu sutera berupa kain atau benang, dan Promosi produk sutera
para pelaku sentra IKM di daerah.

3. Pelayanan UPTD Pasar.

Pelayanan UPTD Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wajo
Nomor 07 Tahun 2024 tentang Orgabisasi dan Tata kerja Unit Pelaksanaan
Teknis Pasar. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan teknis operasional
bidang Pasar.

UPTD Pasar dibentuk bertujuan untuk  Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan pasar tradisional yang berada di bawah kewenangan
pemerintah daerah , Memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada

pedagang dan masyarakat pengguna pasar. Meningkatkan pendapatan asli
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daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pasar dan pengelolaan aset pasar.
Menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan pasar, termasuk pengaturan
zonasi pedagang, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pasar. Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya sektor informal dan
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menjadi perpanjangan tangan dari
Dinas Perindagkop dan UKM atau Dinas terkait dalam hal pengelolaan pasar di

tingkat teknis operasional.

B. Ruang Lingkup Pelayanan
Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan

UKM Kab.Wajo yaitu :

a. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan
Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPTD Kemeterologian Dinas
Perindagkop dan UKM Kab.Wajo pada setiap hari kerja. Pelayanan
Kemeterologian ini selain di Kantor, juga dilakukan dengan Mobil untuk
Menjangkau ke pelosok Kab.Wajo.

b. Pelayanan UPTD Persuteraan Alam dan Pusat Promosi Sentra IKM. Pelayanan
persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM dilaksanaka oleh UPTD
Persuteraan alam dan pusat promosi sentra IKM pada setiap hari kerja.

c. Pelayanan Pertenunan Tosora

d. Pelayanan UPTD Pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UKM Kab.Wajo
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Upaya
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan, dilaksanakan
melalui serangkaian kegiatan pelayanan dengan indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Wajo yang tertuang dalam Perindustrian dan Perdagangan
, Koperasi dan UKM Kab.Wajo Tahun 2025-2029.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan , Koperasi dan UKM Kab.Wajo maka pelayanan
Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo tetap berpedoman pada indikator kinerja.
Kinerja pelayanan Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dapat dilihat dari
sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan RPJMD, maupun

pencapaian realisasi anggaran.
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Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan UKM Kab.Wajo berdasarkan indikator sasaran/target Renstra Dinas
Perindagkop  dan UKM Kab.Wajo dilihat pada tabel 2.2 seperti dibawah ini:
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Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindagkop dan UKM Kanupaten Wajo

Tabel 2.2

s»u/s:aml S sl o Catatan
No Indikator ar IKK/ Tahun ‘Tabun Tahun Tahun Tahun Tabun Tahun Tahun Tahun Analisis
Hastosal 2025 2026 2027 2028 2029 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 -6 T 8 -9 10 11 12 13 -14
A. |PERINDUSTRIAN
Contribusi Sektor Industri . 2 I >
. [Pontrbus aetor It 4,40% 4,60% 4,80% 4,95% 5.20% 4.26% 4,24% 4,60% 4,80%
terhadap PDRB
2 |Pertumbuhan Industri 4,90% 4.95% 5.35% 6,40% 6.90% 3.36% 1.75% 495% 5.35%
g Ctkupen Bloa KelompoX 4,20% 6.40% 8,40% 10,75% 12,10% 3,16% 0% 6,40% 8,40%
Pengralin
Kontribusi Industri Rumah
4 |Tanggaterhadap PDRB sektor 0,50% 1.40% 1.50% 1,60% 1.70% 0,00% 0,00% 1.40% 1,50%
industn
B. |KOPERASI
1 |Persentase Koperast Akuf 64,60% 64,67% 64,90% 65,12%, 65,35% 64,52% 7520% 64,67% 649059
Persentase UKM non
. , ) 0,00% 30,01% 30,05% 0,07¢ 30,08 30,00% 0,00% 30,01% 05%
2 BPR/LKM UKM Aktif 3 % 0,01%; 5% 3 ¥ % 0% 0% 30,01% 30 b
3 |Persentase BPR/LKM Aktif 100%, 100% 100% 1009%, 100% 1009 100% 100% 100%
1 :"'c'?f"“”" saaka i 3,00% 3.03% 3,06% 3,10% 3,12% 2.87% 2,90% 3.03% 3,06%
e
C. |PERDAGANGAN
y [Nilai Ekspor Bersih 46264817 | 452640,17 | -442.648,17 | 43264817 | 42264817 | 47264817 | 71291% | 45264817 | 44264817
Perdagangan
. |Cakupan Bina Kelompok L e aHaAL A A s e . : a2 aakl = 2408
2 X A 52.27% 53,33% 53.34% 55.31% 56,25% 52,09% 0 53.33% 53.34%
Pedagang/Usaha Formal
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2.2.3. Pengelolaan Data dan Informasi

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai
dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan
sedemikian hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungi OPD. Data
Capaian OP yang disajikan berdasarkan indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

sesuai dengan Tabel Data capaian OPD sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN WAJO
Jalan Bau Baharuddin No. Tip/Fax (0485) Sengkang 90912

Ekspor Bersih Perdagangan
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
1 | Nilai Ekspor 9.098.083,43 | 10.132.613,10 | 9.615.811,49 | 9.791.001,36
2 | Nilai Impor 9.273.793,21 | 9.661.992,22 | 9.896.032,72 | 10.263.649,53
Nilai Ekspor _ - -
3 Bersih (1-2) 175.709,78 | 470.620,88 | -280.221,23 | -472.648,17

Sumber : Dari BPS

Narasi :

Keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang untuk ekspor barang yang faktor
produksinya menggunakan sumberdaya yang melimpah dan mengimpor barang yang faktor
produksinya langkah atau mahal jika diproduksi didalam negeri. Keterbukaan ekonomi diyakini
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi satu negara. Keterbukaan ekonomi dapat
memberikan peluang untuk mengekspor barang yang factor produksinya menggunakan
sumber daya berlimpah dan mengimpor barang yang factor produksinya langkah atau mahal
jika produksi didalam negeri.ketrebukaan ekonomi merupakan sarana untuk mempromosikan

pertumbuhan melalui penelitian dan pengembangan serta akses pasar yang lebih luas.

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 peningkatan Nilai Impor lebih besar dari

pada nilai ekspor pada tahun 2022 nilai ekspor lebih besar dari Nilai impor. Dan pada tahun

RENJA Tahun 2027 Disperindagkop & UKM Kab.Wajo Page 47




2023 sampai 2024 Nilai impor kembali mengalami peningkatan. Di Tahun 2025, untuk nilai
ekspor dan impor tidak lagi dirilis oleh BPS, yang dirilis hanya Nilai Ekspor Bersih senilai
712.91

Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha Informal
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025

Jumlah Kelompok
Pedagang/Usaha Informal
yang mendapat bantuan
binaan pemda Tahun n

112 112 112 112 -

Jumlah Kelompok

Pedagang/Usaha Informal 215 215 215 215 215

Cakupan Bina Kelompok
3 | Pedagangan/Usaha 52,09 52,09 52,09 |52,09% | 0,00%
Informal

Sumber : Bidang Perdagangan

Narasi :

Sektor Informal adalah sektor ekonomi yang terdiri dari atas unit usahakecil yang
melakukan kegiatan produksi dan/ atau distribusi barang dan jasa untuk menciptkan
Lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bejerja dengan
keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga maupun keahlian.

Pada tahun 2019 target cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal sebesar
38,25% dengan realisasi 42,50% dan tahun 2020 target sebesar 46,56% dengan realisasi
46,51% mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021
dengan target 54,87% dengan realisasi 52,09%. Rencana tingkat capaian (target)
terhadap capaian bina kelompok pedagang guna menentukan persentase yang merupakan
perbandingan nilai sebelumnya dari nilai tahun berjalan. Ini mengalami peningkatan
dibandingkan pada tahun 2020, sehingga tahun 2021 capainnya sebesar 52,09%. Secara
umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2021 dapat dikatakan berhasil
baik dan pada tahun 2022 sampai 2024. Cakupan Bina Kelompok Pedagangan/Usaha
Informal sama dengan jumlah pada tahun 2024 yaitu 52,09 % . Di tahun 2025, tidak
terdapat bantuan yang diberikan melalui Kementerian Perdagangan kepada para

pedagang.
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Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Kontribusi PDRB
1 dari Sektor Perdagangan 3.511,82 3.839,14 4.250,56 4.564,55 | 4.833,11
2 | Jumlah PDRB 22.319,74 24.352,78 24.588,57 25.954,22 | 28.755,53
Kontribusi Sektor
3 | Perdagangan terhadap 15,73% 15,76% 17,29% 17,59% 16,81%
PDRB

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perdagangan

Narasi :

Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto
(Gross Value Added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah.
Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan
baku dalam proses produksi . Adapun pengaruh sektor perdagangan terhadap PDRB
antara lain adalah Peningkatan daya beli masyarakat, Adanya peningkatan kualitas
produk yang ditawarkan oleh sektor perdagangan serta keberagaman barang dan jasa
yang dijual juga turut meningkatkan daya tarik pasar. Produk-produk yang beragam
dan berkualitas tinggi dapat menarik lebih banyak konsumen baik di tingkat domestic,
Kemajuan teknologi, serta sektor pertanian dan perikanan dimana Kabupaten Wajo
sebagai pengahasil padi yang cukup melimpah dan hasil perikanan juga sebagai salah
satu pemasok hasil laut yang ada di Sulawsei Selatan dan hasilnya dapat dikirim keluar
daerah atau wilayah. Pada Tahun 2019 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
dengan realisasi 3.267.41 atau 16,467% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan
sebesar 3.268.52 dengan Rasio 16,53% pada Tahun 2021 mengalami penurunan
sebesar 3,511.82 denga rasio 15,73% dan pada Tahun 2022 Kontribusi PDRB terhadap
sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 3,839.14 atau 15,76%. Tahun 2023
sampai 2025 kembali mengalami peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor

perdagangan sebanyak 4.833,11 atau 16,81%.

Jumlah Ekspor + Impor terhadap PDRB ( Indikator Keterbukaan Ekonomi )
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
g | Jumlah Ekspor dan 18.427,11 | 470.620,88 | -280,22 472,65 | -712,91
Impor Barang dan Jasa
2 | PDB 22.319,74 24.352,78 24.588,57 25.954,22 | 28.755,53
Rasio Ekspor dan
3 Impor terhadap PDB 0,83 19,32 0,01 1,82 2,48
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Narasi :

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor
utama dalam penentuan strategis kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Untuk
mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo,
serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui kedepannya
sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi
daerah pada Kabupaten Wajo. keterbukaan ekonomi adalah total perdagangan (RasioEkspor +

Impor ) terhadap PDB. Derajat

kebutuhan ekonomi yang merupakan rasio perdagangan terhadap PDRB ini sangat
mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan terbuka antar negara akan membawa
keuntungan bagi kedua negara tersebut jika salah satu negara tidak memaksakan untuk
memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan defisi neraca perdagangan bagi

mitra dagangnya.

Dari tabel diatas jumlah Ekspor dan Impor barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak
18.427,11 dengan rasio 0,83% tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 470.620,88 atau
19,32 % dan tahun 2023 jumlah ekspor dan impor mengalami penurunan -280,22 atau -
Di Tahun

2025 mengalami peningkatan sebanyak 712,91 atau 2,48% .Hal ini menunjukkan bahwa

0,01% dan tahun 2024 mengalami lagi penurunan sebanyak -472,65 atau -1,82% .

Perubahan jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi domestik dan

global.
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Tahun 2021 s.d 2025
No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Kelompok Pengrajin yang

1 Mendapatkan Bantuan binaan Pemda 42 2 83 > >0

2 | Jumlah Kelompok Pengrajin 120 644 307 158 123

3 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin | 35,0% |1,40% | 27,04% 3,16% 40,65%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian
Narasi :

Jumlah Kolompok pengrajin yang mendapatkan binaan terhadap industri kecil dan
menengah yang dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berdaya
saing tinggi, penerapatan teknologi tepat guna, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan
kualitas dan kuantitas produksi, Pendampingan kualitas perizinan usaha dan standarisasi

produk.
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Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan melalui kegiatan pembangunan industri
kabupatan/kota sub kegiatan pembangunan sumber daya industri dan pembangunan sarana
dan prasarana industri sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang
siknifikan kemudian ditahun 2022 mengalami penurunan dan di tahun 2023 mengalami
peningkatan kembali sebanyak 83 IKM baik IKM yang berada di dalam sentra IKM maupun
IKM yang berada di luar sentra IKM yang tersebar di 14 kecamatan di kabupaten Wajo. Tahun
2024 mengalami penurunan sebanyak 5 Kelompok IKM. Dan di Tahun 2025 kembali
mengalami peningkatan sebanyak 50 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari

pemerintah daerah.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Kontribusi

1 | PDRB dari Sektor 853,81 949,09 1.019,27 1.104,54 1.219,3
Industri

2 | Jumlah PDRB 22.319,74 24.352,78 24.588,57 25.954,22 28.755,53
Kontribusi Sektor

3 | Industri terhadap 3,83 3,90 4,15 4,26 4,24
PDRB

Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri tahun 2021 sebanyak 3,83% dan pada
tahun 2021 sampai dengan 2024 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri tahun 2024
sebanyak 4,26% mengalami kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
mendukung, baik dari sisi permintaan, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor
lainnya yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pemerintah yang
mendukung sektor industri, seperti kemudahan berusaha atau program pengembangan
industri, dapat mendorong investasi dan ekspansi industri. Kebijakan yang mendorong
pengembangan sektor industri juga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB di
kabupaten Wajo. Namun, di Tahun 2025 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami
penurunan 0,02 % menjadi 4,24 %.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
1 Jumlah Kontribusi PDRB Jasa Industri 0,00 0,00 0 0 0
Rumah Tangga
2 | Jumlah PDRB sektor Industri 853,81 949,09 | 1.019,27 | 1.104,54 | 1.219,30
Kontribusi Industri Rumah Tangga o o
3 terhadap PDRB Sektor Industri 0,00% 0,00% 0 0 0
Sumber : Dari BPS dan Bidang Perindustrian
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Untuk Data Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB pada tahun 2025 tidak

diadakan pemilahan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga tidak ada data atau informasi

untuk peningatan PDRB untuk Industri Rumah Tangga.

Pertumbuhan Industri Kab.Wajo

No Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah Industri 13.877 15.175 15.928 16.482 16.775
2 | Pertumbuhan Industri 6,25% 8,55% 4,72% 3,36% 1,75%

Sumber : Dari Bidang Perindustrian

Narasi !

Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana jumlah unit

usaha di tahun 2025 sebanyak 16.775 IKM yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di

kabupaten Wajo. Ini

menggambarkan semakin besarnya

animo Masyarakat untuk

menciptakan lapangan kerja di situasi dengan iklim usaha dan regulasi dari pemerintah yang

memberikan kemudahan bagi setiap warga negara dalam berusaha.

Pertumbuhan Industri Pengolahan
Tahun 2021 s/d 2025

. Tahun
Indikator Satuan 5051 [ 2022 | 2023 2024 | 2025
Persentase pertumbuhan % 705 | 855% | 472% | 336% | 1,75%
industri pengolahan

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM

Narasi :

Pertumbuhan industri pengolahan di tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami

peningkatan di sebabkan adanya regulasi dari pemerintah memberikan kemudahan dalam
mendapatkan izin usaha serta kebijakan akan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong
dan di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami penurunan sebanyak 3,36 % di sebabkan
bahan baku dan bahan penolong mengalami lonjakan harga. Begitu pulan halnya di Tahun

2025 pertumbuhan industri menurun di angka 1,75%

Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah, Besar, dan UMKM
Tahun 2021 s/d 2025

. Tahun
Indikator Satuan | To021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
0, 0,
Jumlah Rerkembangan % 7.95 % 8,55% 472% 3,36% 1,75%
Industri Pengolahan
Industri Besar Unit - - - - -
Industri Kecil Unit 868 1295 748 553 292
Industri Menengah Unit - 3 5 1 1
UMKM Unit 13,437 16.445 16.920 17.420 17.940
Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM
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Narasi :

- Industri kecil di tahun 2025 sebanyak 292 unit IKM mengalami penurunan dibanding
tahun 2024 sebanyak 553 unit IKM.
- Industri menengah di tahun 2025 sebanyak 1 unit IKM

- Industri besar tidak ada.

Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2021-2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
1 | Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif 15 15 15 15 15
2 Jumlah Seluruh UKM non 35
BPR/LKM 50 50 50 50
Persentase UKM non o o o o o
3 BPR/LKM Aktif 42,86% | 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

Sumber : Dari Bidang UMKM dan IKM
Narasi :

Jumlah UKM Non BPR/LKM aktif pada Tahun 2022 persentase UKM Non BPR/LKM

mengalami penurunan di bandingkan di Tahun 2021 menjadi 30%, ini menunjukkan bahwa

peran dari UKM non BPR/KM aktif berhasil tumbuh meskipun dihadapkan dengan pandemi

covid-19 disaat kredit perbankan mengalami kontraksi, UKM non BPR justru masih berhasil

tumbuh. Pertumbuhan tersebut merupakan bukti bahwa UKM non BPR masih bertahan

dalam menghadapi tekanan pandemi sepanjang tahun. Pada Tahun 2023 persentase UKM
non BPR/LKM Aktif masih sama dengan jumlah pada tahun 2022 yaitu 30,00%. Dan pada
tahun 2024 persentase UKM non BPR/LKM Aktif masih bertahan dengan jumlah yang sama
pada tahun 2023 yaitu 30,00%. Begitu pula di Tahun 2025 persentase UKM non BPR/LKM

masih bertahan sebesar 30%

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Usaha Mikro dan
11 kel 12,174 3.008 475 >00 >20
2 | Jumlah Seluruh UMKM 13,437 16.445 16.920 17.420 17.940
Persentase Usaha Mikro
3 dan Kecil 90,60% 18,29% 2,81% 2,87% 2,90%
Sumber : Dari Bidang UMKM
dan IKM
Narasi :
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Dalam kurun waktu lima tahun, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo
mencatat Jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.940 pelaku usaha. Upaya pengembangan
dan pemberdayaan UMKM saat ini sangat dibutuhkan keseriusan dan keberpihakan
yang nyata, tegas dan lebih luas dari semua pihak. Selain itu bertambahnya UMKM ini
dinilai sebagai bentuk kesadaran terhadap para terus

pelaku usaha agar

mengembangkan usahanya, khususnya administrasi.

Jumah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Tahun 2021 sebanyak 13.437, di
tahun 2022 dan meningkat menjadi 16.445 dan pada tahun 2023 kembali meningkat
sebesar 16.920, Sedangkan pada tahun 2022 Persentase usaha Mikro dan Kecil
mengalami kenaikan dengan jumlah sebanyak 3008 Usaha Mikro dan kecil dengan
18,29 %,
10.000
pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Wajo. Dan pada tahun 2023 jumlah

persentasi ini di sebabkan adanya Program Pemerintah dalam hal

menciptakan Interfrenuer di  Kabupaten Wajo sehingga mendukung

seluruh UMKM sebanyak 16.920 dengan pertambahan jumlah usaha mikro dan kecil
sebanyak 475 UMKM. Dan pada tahun 2024 jumlah seluruh UMKM sebanyak 17.420
dengan pertambahan jumlah usaha Mikro dan Kecil menjadi 500 dengan presentase
2,87 % .Di Tahun 2025 jumlah usaha mikro dan kecil bertambah sebanyak 520 pelaku
usaha sehingga jumlah seluruh UMKM menjadi 17.940 pelaku usaha dengan persentase

2,90 %.

Persentase BPR/LKM Aktif
Tahun 2021 s/d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
1 | Jumlah BPR/LKM aktif 1 1 1 1 1

2 Jumlah seluruh BPR/LKM 1 1 1 1 1

3 | Persentase BPR/LKM Aktif 100% 100% 100 % 100 % | 100 %

Sumber : Dari Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UKM

Narasi :

Jumlah BPR/LKM selama kurung watu 5 (Lima ) Tahun terakhir dari tahun 2021 sampai

dengan 2025 tidak mengalami peningkatan atau tetap berjumlah 1 BPR/LKM aktif.

Persentase Koperasi Aktif

Tahun 2021 s.d 2025

No Uraian 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Koperasi Aktif 289 291 292 291 481
2 | Jumlah Seluruh Koperasi 448 450 451 451 641
3 | Persentase Koperasi Aktif 64,51 64,67 64,75 64,52 75,03
Sumber : Dari Bidang Koperasi
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Narasi :

Berdasarkan data Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana tersebut pada tabel di
atas, menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Jumlah Koperasi aktif adalah 292 unit, dan pada
Tahun 2024 terjadi penurunan jumlah koperasi aktif menjadi 291 unit, penurunan angka ini
terjadi karena adanya 1 unit Koperasi Simpan Pinjam yang tidak lagi melakukan kegiatan
usaha perkoperasian, yaitu KSP LIA SANTI yang beralamat di JI. Andi Paggaru Sengkang
Kecamatan Tempe. Adapun Persentase Koperasi Aktif pada Tahun 2024 adalah 64,52 %,
persentase ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,22 % dari Tahun 2023. Di Tahun
2025 persentase koperasi aktif meningkat menjadi 75,03 %

Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-
turut menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk
melayani anggota. Jumlah koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usahanya pada tahun
2024 adalah sebanyak 291 unit atau hanya sekitar 64,52 persen dari jumlah seluruh koperasi
yang ada di Wilayah Kabupaten Wajo, dan di antara koperasi yang aktif tersebut hanya 37
Unit koperasi atau hanya 8,20 persen yang menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Tahun Buku 2023. Jumlah koperasi aktif di Tahun 2025 sebanyak 481 unit sedangkan jumlah
seluruh koperasi di Tahun 2025 sebanyak 641 unit

Tabel: 2.2.3.15

Data Capaian SPM

No Indikator SPM Target Nasional Target 2024 | Realisasi 2024

TIDAK ADA

Berdasarkan pada tabel di atas bahwa Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo belum
mengampuh Standar Pelayanan Minmal perangkat daerah sehingga tidak ada target dan
realisasi pada tahun tersebut.
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Tabel 2.2.3.16
DATA CAPAIAN SDGs TAHUN 2024

Target

Indikatif Alokasi

Tujuan SDGs 9

Anggaran Sumber ) Instansi Relisasi Tahun 2024
Tahunan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SELUE Tahun Pandanaan Lokasi Pelaksana Keterangan
Realisasi Realisasi
2024 2024 Sub.Kegiatan| Anggaran
1) 2 3) (4) (5) (6) (7) (8) 9

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelnjutan, serta mendorong inovasi

Target 9.2

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,
sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

3.31.02.2.01

3.31.02.2.01

3.31.04.2.01

Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul) Kecil
dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kab/Kota

Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

INDIKATOR SDGs 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.

Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.04.2.01.02

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi
Industri Kabupaten/Kota melalui SliNas

Data
Base

1 Data Base

80.000.000

APBD Il

14 Kecamatan

1 Dokumen

3.31.02.2.01 Pelaksanaan Rencana Pembangunan KM 24 IKM 150.000.000 | APBD Il | 14 Kecamatan 1 Dokumen 110.712.100
Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.02.2.03 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sentra 3 Sentra 3.478.851.890 | APBDIl | 3 Kecamatan 1 Dokumen 505.373.566
Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelavana

3.31.02.2.04 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 3’ 3 Pelayanan 150.000.000 | APBD Il |14 Kecamatan 1 Dokumen 417.709.100
dan Peran serta Masyarakat
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan (IUI), IPULIUKI dan IPKI

3.31.02.2.01.01 Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam  Sertifikasi| 8 Sertifikat 80.000.000 | APBDII |14 Kecamatan 0 -

43.169.600
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3.31.02.2.01

3.31.02.2.01

3.31.04.2.01

3.31.02.2.01

Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul) Kecil
dan IUI Menengah dan IZIN Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kab/Kota

Penyediaan Informasi Industri untuk [UI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.02.2.01 Pelaksanaan Rencana Pembangunan KM 24 |KM 150.000.000 | APBD Il | 14 Kecamatan 1 Dokumen 110.712.100
Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.02.2.03 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sentra 3 Sentra 3.478.851.890 | APBD Il | 3 Kecamatan 1 Dokumen 505.373.566
Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelavana

3.31.02.2.04 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri ;’ 3 Pelayanan 150.000.000 | APBD Il | 14 Kecamatan 1 Dokumen 417.709.100

3.31.02.2.01.01

3.31.04.2.01.02

dan Peran serta Masyarakat

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan (IUI), IPULIUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi
Industri Kabupaten/Kota melalui SliNas

Koordinasi dan Sinkronisasi

Sertifikasi

Data
Base

8 Sertifikat

1 Data Base

80.000.000

80.000.000

APBD I

APBD Il

14 Kecamatan

14 Kecamatan

1 Dokumen

43.169.600

3.31.02.2.01 Pelaksanaan Rencana Pembangunan KM 24 |KM 150.000.000 1 Dokumen 110.712.100
Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.02.2.03 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sentra 3 Sentra 3.478.851.890 1 Dokumen 505.373.566
Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelavana

3.31.02.2.04 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri : 3 Pelayanan 150.000.000 1 Dokumen 417.709.100

dan Peran serta Masyarakat
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3.31.02.2.01

Penerbitan Izin Usaha Industri (1Ul) Kecil
dan Ul Menengah dan IZIN Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kab/Kota

Penyediaan Informasi Industri untuk 1UI,

3.31.02.2.01.01

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan (IU), IPULIUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Sertifikasi

8 Sertifikat

80.000.000

3.31.02.2.01

3.31.02.2.01

3.31.04.2.01

nilai dan pasar.

Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl) Kecil
dan Ul Menengah dan IZIN Perluasan
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kab/Kota

Penyediaan Informasi Industri untuk 1UI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.04.2.01 IPULI, IUKI dan IPKI Kewenangan 331.0420102 |DiSeminasi dan Publikasi Data informasi| - Data | ) o gace 80.000.000 1 Dokumen 43.169.600
Industri Kabupaten/Kota melalui SliNas Base
Kabupaten/Kota
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai

3.31.02.2.01 Pelaksanaan Rencana Pembangunan IKM 24 IKM 150.000.000 | APBD Il |14 Kecamatan 1 Dokumen 110.712.100
Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi

3.31.02.2.03 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sentra 3 Sentra 3.478.851.890 | APBD Il |14 Kecamatan 1 Dokumen 505.373.566
Sarana dan Prasarana Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayana

3.31.02.2.04 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri r)]/ 3 Pelayanan 150.000.000 | APBD Il |14 Kecamatan 1 Dokumen 417.709.100
dan Peran serta Masyarakat
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
Perolehan (IU), IPULIUKI dan IPKI

3.31.02.2.01.01 Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam  Sertifikasi| 8 Sertifikat 80.000.000 | APBD Il |14 Kecamatan 0 -

3.31.04.2.01.02

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi
Industri Kabupaten/Kota melalui SliNas

Data
Base

1 Data Base

80.000.000

APBD Il

14 Kecamatan

1 Dokumen

43.169.600
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2.2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya.
Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan
para stakeholder. Isu diartikan juga sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang dapat
diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi,
moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat,
kematian, ataupun tentang krisis. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu
adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak
ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada
tahap krisis.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis
merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah
di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan
analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka
untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan
antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten,
provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional
dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional
dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan

masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah merujuk pada berbagai kendala
atau hambatan yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di lingkungan pemerintahan daerah
dalam memberikan layanan publik secara efektif, efisien, dan berkualitas. Permasalahan ini
dapat bersumber dari aspek internal maupun eksternal dan memengaruhi kinerja pelayanan
kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2029 meskipun telah menunjukkan pencapaian sasaran yang memadai namun
masih ditemukan berbagai permasalahan dalam rangka optimalisasi sumber daya untuk
mendukung pengembangan Sektor Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UKM di
Kabupaten Wajo.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya
agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Disperindagkop dan UKM Kabupaten Wajo dalam

pembangunan daerah antara lain adalah:
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> Permasalahan bidang kopreasi, usaha kecil dan menengah
di Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kurangnya koperasi yang berkualifikasi sehat.

2. Masih terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

3. SDM Pengurus yang masih rendah sehingga laporan tidak bisa dibuat.
4. Pembinaan terhadap koperasi yang masih belum optimal.

5. Kurangnya tenaga pengawas koperasi..

6. Adanya koperasi yang tidak aktif ditandai kepengurusan yang tidak jelas.
7. Penguatan dan Daya Saing Koperasi yang belum optimal

8. Rendahnya pengetahuan SDM pelaku usaha.

9. Pertumbuhan UMKM yang belum maksimal.

10. Keberdayaan, daya saing dan pengembangan potensi pelaku UMKM dan Pelaku IKM
yang belum optimal.

11. Belum optimalnya pengelolaan UMKM.

12. Legalitas perijinan yang belum maksimal.

13. Kurangnya tenaga pembina untuk UMKM.

14. Kurangnya respon pelaku usaha untuk pengembangan usahanya.

15. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi

produk usaha.

> Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Wajo,
sebagai berikt :

1. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam Daerah.

2. Sarana dan Prasarana Pasar dan Pengelolaan pasar
rakyat/tradisional belum optimal.

3. Masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri.

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakaat tentang produk
yang dapat di ekspor.

5. Rendahnya pembinaan kelompok pedagang / usaha formal.

6. Sarana dan prasarana tera/ tera ulang belum terpenuhi sesuai standar.

N

Belum optimalnya penerapan sitem informasi perdagangan.
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8. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap barang beredar.
9. Kurangnya tenaga pengawas perdagangan.

> Permasalahan bidang perindustrian di Kabupaten Wajo, sebagai
berikut:

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing IKM
2. Belum optimalnya fungsi pengawasan dan Evaluasi terhadap Pelaku IKM

3. Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry

4. Masih rendahnya kualitas, desaign dan kemasan produk IKM
5. Legalitas perijinan usaha yang masih rendah
6. SDM pelaku usaha yang masih rendah

7. Keterbatasan modal usaha

8. Peralatan yang masih sederhana bagi Pelaku Usaha.

Upaya untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan
daerah menuju keunggulan yang kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian
daerah yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing dan sektor-sektor unggulan daerah
dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian
daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan
menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
yang inklusif. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat penting dan strategis
khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan
masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan
PD dalam lingkup Daerah Kabupaten Wajo maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat
perlu ditingkatkan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindagkop &
UKM Kabupaten Wajo dibutuhkan sumber daya manusia yang semakin berperan aktif dan
profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai fasilitator dan
motivator bagi masyarakat. Selain itu dukungan dana yang proporsional dan memadai sangat
dibutuhkan untuk optimalisasi dan peningkatan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan. Kepastian regulasi dan aspek hukum baik dalam ranah
kebijakan maupun operasional teknis juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kinerja tidak
terkendala. Pada ranah kebijakan, perumusan integrasi pembinaan Perindustrian,
Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan inovasi upaya strategis
mewujudkan tupoksi dengan lebih terukur dan sinergis. Kebijakan ini diharapkan mampu

mengakselerasi upaya pencapaian visi misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi PD.
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Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan
lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab.Wajo. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha
bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang Perindustrian , Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah
dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga
pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih
lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi
sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah.

Kondisi lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang perindustrian
kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta
informasi pasar. Pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan
rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi
persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan
menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih
memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas,
daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kabupaten Wajo.

Dari aspek pasar masih terbuka peluang khususnya bagi produk kerajinan Kesempatan
promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada kegiatan pameran baik skala lokal,
nasional, maupun internasional. Dukungan dan pendampingan usaha diharapkan dapat
memacu peluang peningkatan produktivitas usaha. Demikian pula adanya peluang untuk
mengoptimalkan kemitraan usaha antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat
investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program
dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program
pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya
industri dan perdagangan di Kabupaten Wajo.

Rendahnya daya saing produk Kabupaten Wajo yang semakin terhimpit dengan adanya
kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor
memang masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Pengembangan produk unggulan
kecamatan dan daerah diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif bagi pembangunan
industri di Kabupaten Wajo. Berkaitan dengan barang/jasa yang beredar, masih banyak

produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk beredar di pasaran.
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Beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas antara lain:

1.

Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola pelayanan melalui peningkatan kapasitas
dan pendayagunaan aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan

Peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal

Peningkatan Penggunaan Produk daerah untuk mendorong pengembangan

industri lokal

Penguatan legalitas dan kelembagaan usaha, fasilitasi serta pendampingan Pelaku
Usaha.

Peningkatan Promosi dan Pemasaran produk-produk IKM dan UKM melalui Pameran
Peningkatan Perang koperasi dalam era globalisasi ekonomi

Meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan Perlindungan
Konsumen

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan

Penciptaan Lapangan kerja baru untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Identifikasi Permasalahan yang sedang dihadapi dan Isu - Isu Strategis yang perlu diantisipasi

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo
dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
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Tabel 2.3

Tenik Menyimpulan Isu Strategis Perangkat Daerah

Penguatan UMKM dan
Kewirausahaan

(1) Terbatasnya akses pembiayaan
(2) Rendahnya Kapasitas SDM
Pelaku Usaha

(3) Minimnya Strategi Pemasaran
dan Tidak ada identitas merek
(brand identity) yang kuat di pasar
nasional maupun global

(4) Legalitas Perizinan usaha yang
belum optimal

(5) Kesenjangan digital antara
pelaku UMKM di kota dan desa

POTENSI DAERAH YANG ISU KLHS YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT
MENJADI KEWENANGAN PERMASALAHAN RELEVAN DENGAN DAERAH ISU STRATEGIS PD
PERANGKAT DAERAH PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan Sektor Unggulan |1.Kapasitas SDM dan Pelatihan Meningkatkan Perubahan Iklim Kebijakan Satu Peta dan Tata |a. Revitalisasi UMKM berbasis  |(1) Peningkatan kualitas
Daerah (Produk kerajinan Lokal (Terbatas Pertumbuhan Ekonomi Ruang (Lokasi pengembangan (produk unggulan daerah dan inovasi produk lokal
dan kuliner tradisional) (2) Keterbatasan modal usaha yang Inklusif dan sentra kuliner/kerajinan harus |b. Pengelolaan SDA berbasis (2) Peningkatan
(3) Rendahnya Produktivitas dan Berkelanjutan, sesuai dengan zonasi tata kearifan lokal Penggunaan Produk
daya saing Produk Kesempatan Kerja ruang dan tidak melanggar daerah untuk mendorong
(4) Masih Rendahnya Kualitas, yang Produktif dan kawasan lindung ) pengembangan
Desaing dan Kemasan Produk IKM  |Menyeluruh, serta industri lokal
(5) Kurangnya Koperasi yang Pekerjaan yang Layak (3) Peningkatan Promosi
berkualifikasi Sehat untuk Semua dan Pemasaran produk-
produk IKM dan UKM

melalui Pameran

Perubahan Iklim

Meningkatkan daya saing UMKM
dan penciptaan wirausaha
produktif

a. Isu pengangguran, khususnya
usia muda produktif

'b. Kebutuhan daya saing produk
lokal di pasar ASEAN dan
nasional

(1) Peningkatan Perang
koperasi dalam era
globalisasi ekonomi

(2) Penciptaan Lapangan
kerja baru untuk
peningkatan penyerapan
tenaga kerja

(3) Penguatan legalitas
dan kelembagaan usaha,
fasilitasi serta
pendampingan Pelaku
Usaha
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2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), pada hakekatnya merupakan bagian
integral yang tak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk
membangun sinergitas antara RENJA-PD dan RKPD maka diperlukan melakukan review, sehingga
diharapkan adanya keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah secara makro
dan tujuan pembangunan sektor industry, perdagangan, koperasi dan UKM.

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana
kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta
menghindari adanya program / kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil review
terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan vyaitu
berdasarkan analisis kebutuhan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku
serta analisis standar harga.

Rencana program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi
dan UKM Kabupaten Wajo Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Renstra dan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung
pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri,
perdagangan, koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan,
koperasi dan UKM pada urusan Industri, perdagangan, koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027 Dinas
Perindagkop & UKM Kab.Wajo merencanakan untuk melaksanakan 17 program yang dijabarkan
dalam 29 ( Dua Puluh Sembilan ) Kegiatan dan 85 ( Delapan Puluh Lima )
Sub.Kegiatan :

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Perindagkop & UKM Kab.Wajo
berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 serta hasil analisis kebutuhan secara rinci
terlihat pada tabel 2.4 :
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Tabel 2.4

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Wajo

OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. WAJO

1 2 3 4 5 [ 7 & 5 10 11
URUSAN PEMERINTAMAN BIDANG ' URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASL, USAHA KECIL, DAN $71.210,017 |KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH MENENGAN
X v i 13
-'\;_. g :- ] o A - 'l‘l..l'l"."' ~<.(-
‘ Pl - *’ . P 1
Kaby, Wap, Semus pen ! Kabi, Waja, Semus -
:ammmx: R Penbukaas Kantor Cat : mbﬁn:mmmsm Pembxskaen Kantor Ceb
Cabang Pembanu dan Kartar Kas Koperasi |<eVDe32 ng Pembantu dn Kanio? L et Cabang Pombarty dan Kamor Kas [ ReVDes (Cabang Pembanty dan Kevior Kas
Skgan An sk Koperas! dengan Foperas Sempsn Prgam J ! Ut 212080539 X < P KK A Kopetin! SEmpan Arnjem oniuk 3 Unt Usahe 212 000,934
mwu’:‘nggmmmmm Koporaddergan Wiwh | - | u@nmmhm’:’g;mm S duigry Wilopts
o dalam Deerah i Keanggolsan daem Doeereh
bupateryKota ! Daeral Kabupalenota
1zin Usaha Dumiah Kamtor Cahang, Cabang Faaitas 10 Usaha Jumian Kantor Casang, Cabang
Femiukaon Kantor Cabang, Cabang mbartu can Kanlor Kas ! Pembukaan Kantor Catang, Catang Pembantu dan Kantor Kas
Pemzanty dan Kantor Kas Kopors: Sivgan Simpan Pinfam unouk [ Uit Fomdanu dan Kanor Kas Koporas! Koporasi Simpan Mnjom untuk .
P Utaik Koperasi dengan Wiayah | o0 o 3l dengan Vakwgan 31 e | ZEOUEINA o oan njam untuk Koperasi dengan [<4C TP Koperasi dengan Wiayah . {Ominte) 25N
Koarggotaan dadam Daeah dalam Daenh ! Wilayah Keanggotasn dalam Doerah Keanggotaan dalam Caerah
e o — e - ; | - 0.“ VA QEIRORTS = NS — i PR I " A 2 T o | = " -
3 T =h L ~H e, ""‘"""ft‘*" e -r-\.\,,-v..i If '.\P w *.
Kab. Wap, Semus ’ ), Se=mua
Felrksanaan Proses Posrerksaan dan lah Keperasd yang telsh Jumish Koperasl yang tebh
Fengawesan Koperad yang Wikyah ERERS, Seram Pemerksaan dan 250 |w| ' 3587333911 “| mﬂt”ww Kecamatan, SETR |y okan Pemernizaan ds 250 Unit Usshe 35871.335,11
Kearggueasnnya Daersh Katupaten/Cots | VDS n E
-.h-r.s‘.-'l..-\ NP4 ¥ T . - { -5 VST R M s QLA A W b
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Preringbatan Pemataman dan
10,000,000 |Fengetahian Perkoperasian serta
Kapazitas dan Potenss SOM Koperas

- Desa

Labawarg ec.

Peﬂhnsau
Kedearga dan Kelompok Masyorakat

6.460.705 46

YAy aks Memberfuk Koperas dalam t
Pepgsinbesngan Ckocom!
Fasitasl Pelzporan Koperas! yang
6.469.705,46 |Keswygotamnnys Deeran un(Usihl 6.469.706,96
Fremberdayasn Koperas dengan Koperasi dengan Keanggotaan
0.4069.705 46 K t3an Daerah KobunatenyK Doesah Kat Yot » Um 0.409.705, 40
.' b RSt S S e AN 0 BE .:"\‘. ' 0 }:
Kab, Wajo, Semua Kab, Wajo, Setnus
Peruatan Kamitraan artars Dl Kecaratan, Semus |m.m'm .I o Peroustan Kemtraaen antara Bstarl Kecamatan, Sevua ]lumm m',‘!":'m
Pemerindah dengan Kelembegaan kinma  [KelDesa Keborrt e duﬂnlm“k' 20.000.020 |Pemeristah dorgan Kolombagaan KelDesa Kbt I d; :: 5 | Lembaga 20.000.000
untk pamberdayaan UMKM UMM lainmya urtuk pembardavaan UMKN pemberdaysen UMKM
Kad, Wap, Semup Yomish peloks usehs |%ab, Wajo, Semua
yarg Jumish pelaos isaha yoog
Kezamatan, Senwe Peningiatan Pemataman dan Kecamatan, Sewa
[Rerigiaten Pamshaman 4 SMOKMMI | e 3t plciehamaring 25.000.000 |Pergetahuan Priaki Usaha dalaim  [XaUDesa Reingiat pRVENENS % | oang 75,000,000
Pty Usa Qs Literas Husum N pergetatuantya dakam Literaes Hufaum i) pengetahuannya Calaen
iyl Pk Ihnsl hakum
RENJA Tahun 2027 Disperindagkop & UKM Kab.Wajo Page 67




Kab. Naje, Semu L |mmm Us.dan
Samia Kecamatan, Semua Musrembang ¢1
Perrdsnaas dan Fas it Aomsttaen Ussha Lwn... ‘ac A i SO w| 100,000,000 [FOIORSAN N PR PORUAIN iy Rebnoaatrlalan 10 |k thhal 100000000 e v
Pitumpanus,
wab, Waje, Samuz [Jumich pelaiy LIVEM yang ohan dan Kab Wajo, Semua Jumiah pedakuy LIVEKM yong
mmmnmmﬁmm mendapatican Palythan dan £3at s' 'll' 'P|Iw Kocamatan, Servud Imesdapatican Pelstitan dan
Serem Pelaporan Peabubuan Percatatan | Kl Dess Pendampngan Pelaporan 50| Oayg §3,283.555 b Panant gl KelGess Perdampingan Felaporan 50 | Orang 53,183,565
[Keuangon bagt pelaks UMNOM Pembubiuan Pencatatan k) UMKM e Fershufuan Pencatatan
£ab. Waje, Semuz Kad. Waje, Semea
Pernbinaan dan Fasitas) Pl saha Umwnm&wu Juslat Pelaky Usaha panyg dan Faciitasi Pelcu Usaha  [Kecametan, Semus [Juriah Pelsky Lsata yang
colam Pembentiban Sadan Hukun el Desa be fasitas Panbentuban 0] oy 20,000,000 o Permnbernuken Bacan kukum Ky Owsa terfasi s Poerbontios 10 Ovang 20,000,000
Berussha Bacar Hukarm Bermaba 152 Bk Hukum Berssahe
€ab. Maje, Semua Ko, Wago, Semua
Mocomatan, Seme | lumlsh LMKM yang Kecamatan, Semun Hurrish UPKOM yang Pharranbasg
INFIRTHA N ) Rt K\ Darsa he fasitas Porinan 57| 10,000,000 [FoTDNeen don Fesitasi Pertinen | tertastiasi Fertanan 57 |etUsshal  30.000.000 |Desa Ma Lebbue
Berussha hag UMKM Im [T el LMKN e =
£ab, Wajo, Semua Kab. Wajo, Semua
Kncantan, Somun Jusiah Keglatan Hasl Kocsmadan, Semus Jumiah Kegiatan Hasd
'W’mmm'm KeyDesa Faaftast Imegrast dan 1 | Kegtetan 15.00.000 | Integrasi Bass Osts Tungodd |y ey P — 1| Kegletsn 39,000,000
Diaby UMM |Sirbrortaact Dats LIMKM
Kab. Najp, Semue Kab, Wego, Semaa
Bernbinasn dan Fesfitns! 2 : atan, Jumizh UMKM yang i - Pa—— Jmﬂmmwmm«n
Exrangslasa Pemerintah bepada pelaby Kol Desa w' e '9“‘“‘” ! 25 Usahs 15.000.000 Pemerntah kepada pelaky [KelOesa I' M‘“ mll e 25 |Ure Usahal 25.000.000
oA Byarg/ e Pomerintah N Barng/las Pemenintah
ubi 'ms'""’s' Juiah UMKM yang cising mmms Jurrieh UMKI yang dexra
| Porrsbs naves G Fas Basi Sertfibas dan Wm?\' deny it dalam 5 Uit 10,000,000 rebinaan don Faslitand Sertifices dan Kocamaian, o i Fmiltan dalem o ™ 30,000,000
Standaraad Produk mengaises Sertificas can Lsaha T Procus en o
Imandm Stardecfisasd Pradus
Fe = RN so UMKM Meniadin || e © = A ersentase U 1] R T
ogram Pangembancan UMKM eresprium gl 7 I8 00 ram s o | | [100] %
Kab, A, Semie yang Ko W, Semug |J g
Wocten stan, Sarmem [mendapatian Perrbroan Kmcamatan, Samis Permbiraan
Pambingen dan Fositas) Cemtron den Perrbeean don Fosias Kermilresn can
| Riaestai Preic B : Listist ¥elDesa an Fasitasi Xemitraan dan 2 Lot Usahy z_sm.noom Pradeik B\ Bangan UNKN KelDes: Fashtas: Kemitraan dan 2 |Urk Lxahal 2.500.000
Fembinzan dan Fasitas! Pesanfartan Kacamstan, Seovn [¥ang mempasoleh don Fasiitas) Pemanfoatan  |Kecamatan, Semus
Dughatsast dan Teknckogl Producn kepado  |wel Dise don Fagdean 30 Rint Uisahe 2,500,000 dan Tokrologl Produbsl KOs 20 |Ure Usabaa 2.500.000
UMK UMKM
Kan Wago, Semun
Fowedon Tempet Promoss dan st isant Ternpat Promost dan Kncamadin, Semus [mesdacatican tempat
Fengembangan Usahs pada Infrastrubtur 30 \ 2.500.000 Usaha pada KelOrsy 30 |Unk Ussha| 2.500.000
Publi Dogl UMKN nfraestruktur FUsAK Gogl UNKM
Katn Wigo, Semua [Jurmlah Korsep den
Ferwusuran Consep can Cebiakan Komsep dan Kebyjakan
Pergemibangan LIMKM berbaeis [noresi dan 1 | Dekumen 2.500.000 UMKM berbosis Ingvasi |RECEMEtan, Semus KEtjkan Pengembingn 1 | Dokuren 2.500.000
Keteddan utan Keberdanjtan
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i > — :. —_—— -3 — — — - — .L‘W
ate Realisnsi cupet |, 0] th Reskisesi oupt | o
Pengadaon Pevastan dan Mezin Lanvwa [0 e Perindeghap [hamish Und Perdtatan dan Mests | | (o 5,000,000 [Pengadoan Peralatan dan Mesin Lainrya | oy - orared |lumiah Uit Perslitn Gan #sin | 4 | e 5.000.000
h Unk Sarara dan Jusiah Unit Sarana dan Drasarana 1
Pengadaan Sirana don Pracaran Gedung  |Dines Periadaghop Ims:rwaml’mmn Dinds Perrdaghep {
: et . Py rana Gedusg Kanbor ats | 4 | unit £.000.000 |4 phatee dars LB Gedurg Kantor atau Bangunan 4 | Unt 5.000.000
P jsary Mebel [Anes Perindaghkop Pakot Mebel yang 3 Unit %.000.000 [P $3an Mt D Pervrdaghksp )\nhhkha yang 31| une = 000.000
Penyeciaan Xsa Surt Meswyurat Y Lo e 2 10.002.000 [Paredisan 1 Swst Menyurat OV P ""“"i“mm"”‘ 12 | Lapcan 10,000,000
oriah Liporan Permpeciaan Jass Jumiah Lapocan Pengadisan Jsa
Penyacdizan Rsa Komunias, Sumbes Dy |Dines Perindaghop Pempedizen Jass Komundast, Sumber  |Dinee Perindaghop
Ar dan Listrd s LM u.nhﬂ.sumumar 50,000,000 Do Al der Listik dars UKM Komunias!, Sumber Osa fr dan Laporm 50.000000
Laporan Pempaciaan Jas: Jumish Laporan Penyedisan Jasa
Permyociaan Xsa Pekryaran Uwm Kantor ;";“‘w"'"“‘”’ Lmun Kastor yang 423.950,o0g| orreciian 3o Relwanan tmum - |Fnse PIAORP | ouayansn Unum Kantor yang Laporan 428.950.000
AT SENOarann PerOirgen PRrrpeUien Jasa Pt N aan, Berga JUMRAD Korslas an PRO0ngen
milmmm":'m DN Purisadagbap s Kovdarie Dinas 30,000,000 Prarwlharie, Pajee Kivefiraan Dinis Porieetaghep |Dinis atin: Sondasin Deas Unt 36,000.000
Dh-muliluml ‘ © “'!I""' N an Ui n yarg Dpethara dan Feromngan Dnas atay Kendaraan Dinas |dan UKM Jabetan yany Dipdinara dan
Pemalt Perat dans M Larse Dines Perindagkap |Jumiah Peraiving dan Mesin ? Unit &mmmmmm MWIIMWMMn 7 Unt £.000.000
Saera dan Jumish Sarana con Praarana
Pemelhersan/Retubites Saere dan PemekherooryRedatitas Serana dan
Prasarara Gadusg Kantor atau bengunan  [10<s Erisabop m"”""'““"’”""‘ t ] ue 10.000.000{Prasarara Gaung Kaneor reemripmaanil oo m"’"”' = o K 10.000.000
orya : Lorguaan Rinmya u."'“
Penyusunan Dokumen Parencansan Dines Dokurmen Perencanaan 2 Dok 2 000,000 Perrpusnan Dokumes Perencanson Dinds Perindaghep 2 1 Dok 7.000.000
Kocrdinew dan Perryisenan Dokames REA [Dines Perideghop  [REKASKPD cen Laporan Hasd Moordnad den Penyuaunan Cokumen  [Dine Pervrdegkep E
XED s LKA i Paryusanan Dokumey| © | DK 2500000 |os S0 daes LK ot S N
Eoordinas: diey Py usunan Dok mes Dines Purisdaghop [RKASKPD dan Laporan Hasd ” Knondnas din Pengasunan Dokumen  |Dinas Parvddaghop | <
| Perbaban RKA-SG0 Lanuoa | Peryusuanan Dokumen 1 Dok L900.000 Perutahan REA-SKPD LMWM 1 ! Dok 2500.000
i
Kocedings: dom Purysinan Laperan Koordnad din Penyusunan Lipoan | o !
Capaian Kinenn dan Tvisyr Resleas | | Laporan 1000.000 |Capaan Kinera can Jehtisyr Realoadg Fd-an 1 z Laporan 1000000
Gnerjs SKPD Kinerg SO |
|
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]Mﬁvajaﬂummmeuh Dinas Perindagtop humiah Liporan Exauast Kneris | 5[\ oo 2.000.000 |Wmmmoamn Dinas Perindaghop (Jumiah Laporas Evaluae! Kinera Laporan 2.000.600
& Sekloral Jum Sekioral
Pedacsamann Pengumptiben Dats Sanaik | Dinss Perindagton b yong Telah Ddampukan 153 Data 1.500.000 Prfaksansan Pengompulan Data Dinis Penndaghon |Doaerads yaog Telah Dikmpdian Oeta 1.500.000
Sektoral Doerat can UM Diperitsa Lingoup Porangat i 5 Satisti Sektoral Daaah tans UKM can Diperisa Unghup Perangiat i
Berita Acam Hasll Sorum Peaksanan Forum Perangkar Toerar Jumbh Beres fcar Hasd Forum
Peiatsamman Forum Peangkat Caerah
Beransakon Bidwa L P o Daerah Berdasarkan ! Berdasarkan Bidang Urusan yang Perindaakop |PEraNgkat Doeran Berdasarkan Bert
ammummm mu:'mw Hicang Unisan yang Dampu 1 :;: 4000000 |Dampo dslam Rangks Perrpusunan :um" Bidang Urusan yarg Dismpu ey 4.000.000
Perercanaan Peranghat Daerah Hangika Penyusunan Dosumen Perencanasn Perangkst calam Rangka Pempusunan
Pervectsan Gaji Gan Tusangan ASN m‘”""”” Ioh Orang rang HEnerimS | 581 Orgion | 8.166.182.143,04 [Peyediain Gaji dan Tungangan asN [0 Ferincesbop [aumish Grang 1w Menera Gy Ombn | 816618214304
Laporan Keuargan Akhr 1 Laporan Keuangan Akhr
Koordings! dan Penyusunen Laporan Dinas Perindagtop [Tehun SKFD gan Laporan Mast 1 ;W 2,000,000 Kooranas dan Pervyusuran Lapocsn Dinves Penncaghop | Tahun SIF0 dan Lapotan Hasek | 2.000.000
Keuangan Ak Tabun S60 con LM Peryusuran Lapocan { 3 Kaumngan Achr Tabun SKPD dan UKM mwmw d
Koordinasi dan Penyusunan Laporan ULy, Whpuvesy Kocrdinasi dan Pervyusuren Liporsn oo Loy oy e
|Dinas Fevingagtop SPD dan Lagaran { Dinas Perincagkop |SKPD dan Laporan Koordings!
Keusngen Bulanery' Triwulanan/ LM 4 | Lapuran 2000000 |Keumngan Bufanan/ Trvadanay riars UKM Lot 2,000,000
St S A oo oo Stz 450 vl ange ool
Pelacran Purgeiclan Retribuss Dawah  |C0> P indoglop pumieh Laporsn Pengeksbasn | 3 1oy men 10.000.000 [Petaporan Pangeioiasn Retribusi Daerah [ Perindoghop jJumish Lapors Pergeiciomn Dobrmen 10,000,000
S PR [ ey 0| paet 10000000 | s 10,000,000
Dokumen Pendataan dan
Pordatoun den Pengalahan Ads Binas Perindagiop Penclatam dan Pengelaban Adoirnst
" : an LKM Admynistrast 0 |Dokumen 5,000 000 Ke R 5.000.000
Orang yang Mengleut!
Benzingan Tekns Implemertas Peraturan Bmbngan Tesnis Implementas
P . Undh Luer Daerah birgan Tednis Implementasd | O Ong 4.500 000 Paraturan 5 . 4.500.000
Perrpeciaan Korrponen Instalas Cyms Peancageop 2,000,000 Penyedasn Komponen Instakest 2.000.000
ListrigPanarangan Banguras Lantor can LKM Listrik/Ponarargan Bangusan Xarter RO
Perneciuan Peraitan Alat Rumah THgos | a0 7 BN, [T e P 1.000.000
Perypeciaan Barang Cetakan can Dinas Perindagtop 10,000,000 Pamyedain Brarg Cetakan can 10,000,000
e KM . X
Perrpedican Daben Bacaen dan Peraluran |Dinas Perindagop p Paryeciasn Bean Dacaan dan
R fana-Und o KM 3.000.000 IF n @ 4 d 3.000.000
Perrpelurggerasn rapal Kooednes: deny Daben dan Luar Partyienggarasn rapet Koordnas dan
] SCPD Deereh 70067114 : s SXPD 0.067.114

RENJA Tahun 2027 Disperindagkop & UKM Kab.Wajo

Page 70




I umiah Dokumen Urmich Dokunen
Penatausahaan Arsp Perstausahaan Arap
| Penctausahaon £rsip Dinemes poca skpp |00 PErackon | e pocn SePD i | Dakumen 1000000 [PoRimEram Arsp Dinemizpada  |0inans Perndaghen |0y oogs skep ! | Dokumen 1.000.000

1.014.043.679

e 1 .
5 - . L
» S AT 232 d A »
YeEortomenlgosong arae el o o
E—
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Pargodaan Saana Distribus
Perwedison Sarans Detrbus Perdagangen Perdagangan “ Unit 166,244.741,04
Fasiitas Pergoklsan Sarans Distribwsi Farsitasi Pengeiclain Sarara Dstribusi Jemiah Fasiites Pengeichian n Uit 25.336576
Perdagangar Sarana Disvibus Perdagangan Perdagangan 2RE
Ioreikasi trhaap lombags dan Viajo, Serviia | Jrmizh epcean ie 0N Tdentifiasi tertadap lembaga can
homoditas potersial Stem Resl Gudang o komodias potersiy Sistem Resd 1 Lapovan 25.100000
wiayah kebupaten/sota Gudang d wilsyah kabupaten/sota KelDesa

Pavbirazn dan Pengendalaa Pengeiola acamatan, Serus 50.000.000
Sarann Distrbusi Perdagangsn s, *epada Pengelols Sarana n Sarana Detrtunl Ferdagargan Pengelota Sarana Distribusl 3

Viajo, Semun [ Aumiiah Doisamen Hasil Kab, Viajs, Semua | Jemian DeKuran i

Semu [Pembinoan dar Kecamatan, Semua [Fembnazn dan
:m"'l Pengelols Serana Disribuet 1 °°““""" 25.100.000 |PEMmDendayazn Renpells Serarn Pengendadion kepada 1 |Doukumen 25.100.000
Pengeioia Sarana Cistribuz
N A S A A P | Persenta ‘ ' - o | | B
14 - | Barang Kebutunan Pokok Dan [ 100 | %6

R N D A A NN T A R enti \ 0. AA; _g? = | B I & 3
M . \ \ Wajo, Sermua [ dumiah Laporas Pomantauan Kab, Wajo, Semua Laporan Pemantacan
umwdgm parting peda [XECAMEtaN, Senua HaGa dan Stok Bamng mwghquwm Kecamatan, Semus [HarGe dan Stok Bararg Kebutan

Oess Nedutuhan Pokok can Barang 12 | Laporen I5.215.222 " Kol Desa dan Barang Pentng pada 12 | Laporan 25.275222
pelacy wsahe detnbusi bararg delam 1 Penting poda Priaky Usaha pode peaty usshe dstnbus berang Unohs Disirtas! Berang
(Satu) Kaupatan/Kota \ dakam 1 (Setu) KaupateryKota

Viajo, Semun o Kab. Waj, Semus poran niavan
PRemartzuan Harga can Stok Barng Senun Wmm':&;? Pomantaan Harga dan Stok Barang :;Twm Wlml m” u::ﬂm
SEEWIEDN Ptk cion Sicun Peg W farang Perting pada Peasar 12 | Laporen 15.000.000 SRR, VEN: Yoot St Penoog Barang Penting pads Pasar 12 | Lapoesn 15.000 000
Pacar Rakeyat yang Terntograsi daae 8 yo0g T rasi poda Pacar Rabkyat yang Terntogras Rakyat yang Tee on
Setem Informas Perdagangan d-h.'m“ﬂdcn :m' g dalam Sistem [aformas Perdagangan Smm“n
Pl Reguder Viaja, Semua Eﬁmm Pelsh Kab, Waj, Scemua naan
mmmup:mmx Seru [Oporasl Pusar Ragubar dan Puser | 4 | |y, 140,000,000 wmmmwu&m wacamuian, Semun JOpaterl Ponde Ropdes din oo | ¢ | gy 150,600,000
(Setu) Kabupeten/XKota Khisus yang Berdampek dalem 1 T (st KebupetenyKota Kel/Desa Khuus yang Berdamoui delam 1 g

an,s«m Jumish Lapcr an W, VIRKD, ST
atan, Semug | Pengavwasen Perysiuran dan Pengawesen Penysiuran dan Kecarmalan, Semus
Im"""‘““a e . Penggunasn PLouk can 4 | Lavoran 300,000 [Perogunsan Apuk don Pestisds kel Desas
ulw— er - "nn ngembasgan Ekspor {
! il i 3
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Kab, Wajo, Sarmva Pumai Felabu Liaha yorg

Kab., Wajp, Semua

Pedabu F Jumiah Pelsbu Lsaina yorg Pedaios
Parmaran Dagang Nisionsl Kecamatan, Sema celes Pameran 0] eat 336,955, 06,96 |Pameran Dageng Nasons Kecamatan, Semus o m Poreersn O 10 | emt 336966 306,96
Kab. Wajo, Semua umbh Foloku Usaha yarg Pedaky Kabs, Wajs, Semua [ Jumiah Pelaby Usang yong Fednias
Bameran Dagang Lokal Kecamatan, Sema |Dfasitasi cedaen Pameran 2 Usehe 120,765 266,00 [Parneran Dagang Lok Kecamaton, Semusa |Dfasbtas delam Parreran 22 Usato 120 763266,00
Yal. Vi, Semma Pumish Usahs yarg Ka, Wa ), Semua wghlﬁuhﬂm
Kecamatan, Semua | Dfasitasl cilaes Nig Poday Misi Dagang tag Frosus Bospor Kecamatan, Sermue | Das itas dadam M Pedivas
MISI Dageng Sagr Produk Phapar nggulan r ' & E} 12 t A.73.700,00 Whagelsn " n Procuk Brspor 12 Usat 32.778.700,00
d e B V - SO ““v\'- "."v"" -‘ N . -
Kab, Visjo, Semua Pumiiy Alat Uk, Alat Takar, Kab. Wagy, Sermus | el At Uk, ALt Takar, Al
Kecarsitan, Semua (et Tmsang, den Al er| um 2400000 T' "'““",m““" Nutrolog LegalBanpe | smatan, Sermus |Timbeng, dan Aist Perlengkapsn | 2010]  Unkt 2400000
e u - ters Uang
Fab. Visjo, Semms |y, o petebis Usshe i Bidasg PengewmanPemiutan Metrlogt  |"20 WED, Semum | o Lk o Bding
Yecamatan, Semsa Wetxiod Ligal yanc DIna 450| Crang LS Logad Kecamatan, Sermu Matrabogl Logal yang Dibna 450 | Orarg 1541703
Fab, Vier, Senms 1y uit st Perryidhan Keto, Wi, Semus |y oy, Lk Hasl Pesyidian
Kecamatan, Semua Wetsologd Legal 1 Unit S00.00% |Permidiar Metrologl Legal Kacamatan, WIMMW 1 unit S00.000
O ,‘- e ,. ’ heod m__., 4 “ g:" ‘::.__,..._,._
Kali. Viajo, Samun KM yasg mem Prisksanssn Promos! Fenggunaan Kabs. Wi, Semua _ ¥ong memperoen
Pelaksaraan Promos: Perggunasn Freduk - |Kecamatan, Sem:a Promas Penggueaan | o | jpgem 1835 164 [Produk Delam Negert & Trgia Kecamatan, Sermu |fasitasi Promosl Punggunaan 2% | umkm 1085164
Oafam Neger & Tingkat Xabupaten/kote  |Kel/Desa Procuk Dalam Neges di Ningat Ked Do Produk Dolam Neger di Tinghat
Kaby pate (cta
SabepatonyKata
263,611,500 263,611,502
RPN B PR |2eerah
Kab. Wap, Semwa
Penyusunan Bencans Pemoangunan Jumish Dokumen Rencacs
1 | Dokumen 5000000 Tedustsi Kat Kore Kixcamaton, Sermus | L [ndustys 1 | Dokumen 5.000.000
Kabs. Wapy, Semua |Jumish Dobumen Hadi
Koortinas, Siskronisas), doan Kecamatan, Semus |Eoordnas], Sokronisast dan
Pelakisanasn Ko jrian Parcepadan Kl Dosa Fesicanian Keldakan
1 | Dokumes 5.000.000 P 1 Penyobaran dan » p . . 1 | Dokumen 5.000.000
Perwiayahan Industn Forpeberan don
Senwelavatar Industn
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Soondines Snkrnsas can Peldcaaan Kab. mm WEH m“:(' & Koordnas Siekfonsast dan Peacanan Kab, Wajn, Semun ;.mmmlﬁh M‘wwlxmmﬂ'“.
Lervana Pemhenguran Sumber Kecamatan, d Dekumen 10.000.000 |Rercana Dermbargunn Savbar Kecamaian, Sermus Dedbarvon 10,000 600
Industrl - Kel'Desa Pembancuna Industn — el Desa [Pembangunan Sumber Daye v
Koordineg dan Sikrontas dan KB, W, Semia "”"‘"M“‘m"" . orainad do Sikronisil dan Wao, Serrua Mmmmmmmmwm
Pelacsanaan Rencara Pembangunan "“:"'n““'s"“‘“ } b Dekumen 10.000.000 |Patsksanaan Rencana Penbangunan Soms B 1 | Dolurmen 10.000.000
Sarana can Prasarana Indusgr Ky - ""'“"‘M' ® Sarana den Prasarara Industn PRGN
Coordinssl Snks can el . Kabm)::,"s;“m: nnhhndcmcmi:"m Koordned Cisloonieas) dan Pelskeansm Waja, Semua mmnoom:‘n:nxmm,
Pemberdayasn Industn dan Peran serls Kecamata Pl Pembend Dokumen 17,000,000 [Pemberdeyasn [rdusin dan Peran serta Semua FE : Ii mLIMMF 1 | Dobarmen 17.000.600
Fushisd Tarhiclan Pobad ; Kab, Wajo, Semua S Tt = Waja, Semua Evovasi
ot X Industrt T Kecamatan, Semua Rencara Dokumen 4344829 F'“ ‘; N‘l fustri “ Samus |Pelycsansan Rencana 1 | Dotarren 439929
Kab. Wi, Semus bsh Wajo, Semus rekomerdas
Rekommendis Kebatuban Infrase uknr Kecamatan, Semua an pengem basgan hditiaians Rekomendas Ketafiuban [nfrastruktir  [Kecamatan, Semua |keutuhan pengembangan Rekomend
dakam rangka Percagatian Penywbann deny  [KelDesa infrastukiur dadam rangha dasl 2500000 [dalam rangta Percopatan Pemyvbacies  [KelDesa Infranstrakiue ddam rangkn ] ad 2,500,000
Sorwilwyshas Indost [parcapatas penyotarsn dan ctan Parwilypaban [ncustn perropatan peryataran dan
Kb, Ve, Semua pengawasan 1o Kab. Waj, Sermun
Poliastintrt pavEpm st Kecamatan, Semue M&% naial yang dspat | 1 | Dokumen 5.000.000 ;'mmus:u)aw MR ecamutan, S Jumoh otiek pengawosen fominee| oo 5,000,000
Produk Halsl (IPH) di level Kabepolen¥ola | Kel/ D ; Kabupaben®ota {Xel Oess preduk hakyl yong dapat diawas! .
" Kab. Wano, Semua [Exda dht IOnmast dudin : Wap, semua Gt T Galin
Femedaan Data dan Informas: dalam e PO Penyedaan Data dan Informas: dalam
sargha Evalussi Percepaton Poryebaran  [Fecematan, Faagke 8 P Laporan 2500000 |rargha Evalussi Kacamatan, Sars jranghs evehiss percepatan 1 | Laporan 2.500.000
| dun Perwilaywher irdustsi Kel'Desa _ den Panyabasn dan Parwiayshan Indati r"w"“ perryataran dan :
Kab. Wijo, Semus [ umish rekomendas) Waj, Semus [Jumiah rekomendas
ek ormendast Kolxfskan Dasrsh dakm Kecamatan, Semua akan daecdy dalam Rel Rakomerdas Kelrjakan Dasrab datam Semu |ketijsan dasrah dalar o y
ks Peroapatan Pemedaran dan KelDesa perepatan el 2.500000 |rangka Percepatan Pamystdran dan rargia pestepatan b A 2.500.000
Ferwlayahan Industt penycbaran don Industn peryetaran dan
NIV ER OIS VAT G —] XS "aal?> QAN T = HI TRV TN R =] > VOO 0 D T_.'
Kab, Wajo, Semua Waja, Semua
" ﬂSﬂn:cu Koordres dan Sronse
Ked'Dasia Deutste nduntri Peritnen Donzabs rausrt
Coordinasl dan Skonisas Pergavasan oGy k¥ st [neustt Keordinad dan Sinkronisasl Porgawasan dengan ol (saro Iagydr
oty Partzin Gerusate seitor e tromcinien Dokumen 97.500,000 [P¥Ta%ap Pertrinmn Berusahia seidor o Sens 6 o 1 | Dolasmen 97,530,000
senndustrian yang margack kewenangan ot epaneng peandustrian yang mergad Kot ¥ seRTIG
Cabupatonots mm. m-:.“ [ rwesangan Kabapateryota :;m.. m;.:...‘
n Kegen Delam
selyn Didang usha tetealy sdan baleng usate tevterty
VOng teerted humverwngin PR METAst bowemargan
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K. Walo, Semus Kab. Waj, Samus sy oy A andse hgatn
Fasiitas verfiad pevendan Kecamatan, Setrua n L M PEWCLITIY Fasiinas venlies: penanshan Kecamanan, Semua |eng whise persdednias S rogha
persyaraysiandar keghitan wsane seknor |Kel/Dese SRIGR PO S peTUnen persytratan/sioecar kegqlnon usang Key Desa PR LELan Py Lovueng Dartuss
pociedusirian daken fargka panerban drtieas mbD Bt ey sektor parincustrian dalam rangka P500 Utk Dueng ssobe sehdar
pestinan benmaha berbosis Astko meloiu ""'::m‘“‘mn Y PO 97,500,000 |PEnertitan perainan berusaha berbass mmmmﬂm‘“" 6 | isamin o7 56000
Setemn Isformas Industn Nasional (SiNas) mmm,“.'m ko melahs Setem Informag Industr ”,”.'mmmmm :
yang bernlegrasl dengan Sstem Oolne dengar Seden O55 R34, Nassons! (S1EKas) yery terintegras (155 S04, Bagl Pesasaree Model Dyl
Sngle Submeson Risk Base Approach (0SS Peravanan Model Dxam Neget Sedesn Ordine Sieghe Submisson Mt (PMON) dencan sl wahs
REA| Gengae skl cuabhd (A Risk Base Aoproach {055 RDA) Incusi Kack din Indusirl Mesengan,
e Indue Merergah, wla b= hcang e rbertu g menged
o - - — Mt —t— N
B0, vy s o N AT e P T nl ‘ At ] A { o B ST O -,'--s...l; ? erse 1 f an '.,:;)'\ D ]
e ind Lo Minl o 1 e iy Tnformast Indust % - g s A,
Kab, Wajo, Semus mes Kalby, Wap, S=mus
Feaslltay Pergurrpulen, Pengolatan <an Kocamalan, Semua Pengumpndan, Pengalahan den Fasiieal Pengumpulan, Pengelebon dan |Kecamatan, Semua Pengumpulen, Pengolaben dan
Analsis tara lncisdr, Defa Knesan Ko Den Arabais Dats Industn, Data mis Ol Indistn, DMB Kavwarary el Deca Anieis Data [noustr, Dea
st serta Data Lain Unglup 1 | Dokumen 155121 ustrl sarta Dada Lan Lngup Kawasan Industn sersa Data Lain 1 | Dekuman 1582.234
|Kabupaten/sota Melakd Sistem Dnformasi Kabupaten/Kata Meul Sstem Kabaparieny/¥ota Melakil
Irdustit Negiorad (STHNes) sfonmast Industn Nasionsl [STINes) Setem baformas Industyl Nasonsl
%)
| oxseevinasi, Puibans Dats 4orreasi dan Disersinasi, PAbasi Duth Informest “"""“:’&5‘“‘” ez ety
mmmub.mvmmm i | Dokumen 1,597,225 nammmm kel Dosn Anafisis Snchustri Kabapaten/Kots 1 | Dokumen 1597.235
Pemarreus: don Evehasl Kepatuhan Pernantavan dan Evabast Kepatuban
Perusahaan [ndustri don Perusahsan Perusshiaae Indietst dan Perasahaen
1 | Doiumen 1.552.224 |Kawvasan Indestr) Lingiup 1 | Dokoumen 1582.224
Kerrnsan Industn Linghoup Kebupsteny/Kola Kabupaten/Kata datem Penyampaion
dalam Perwampaian Data ke STTNas Data ke STINZ
A _1L002.070455 | ) =y IANIATONNS |
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2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan dokumen perencanaan disamping dilakukan melalui pendekatan topdown
planning, juga dilakukan button up planning, yaitu perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan,
keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama- sama dengan atasan menetapkan
kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam pengertian
dibidang pemerintahan, button up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang
disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

Rancangan Renja 2027 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Wajo disusun berdasarkan
analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi, pokok-pokok pikiran DPRD maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang desa maupun

kecamatan. Rincian usulan kegiatan dimaksud disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut:
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Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Wajo
Nama PD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab Wajo

e T 3 A s Rd
Program Pemberdayaan Usaha
1 |Mesengah, Usaba Kect dan Usaba o D t——
Mikro (IIMKM) Wirawuna
lIilT\rl|lcm”|::;lrb6i:'c:1dm:nnm fvemlah UMEN yong ditina
Kewirada: Nomnsahahan Retsd falil pertsdatann, ke mitr s,
f" :'mu han Tanan, peritinam, panginten
Noaniins degen faraPemanighs hekmhupun o oortne |
Pembinsan dan Fasilitasi Pervalian |1, Becamatan Pitimpasua, Kale Wajs,  JJusnlah Usaha Mikre vang 103 Kelompak, 3 Kegiatan ] [Nama-Nama Pengu ;
Usalis I ecamatan bola, Kaby Waje, Terfasifnad Z (28 Kelomgwk, | Keglatan) | LAodE Bayuni Marauki, ST
3 Koo Pamescana, Kah. Wajo, 315 Drany) 2 ARGA PRASETYA ASEAR SE
i Kecamatan Majauleng, Kab. Waja, 1. | 5 Keloenpok, 2¢ Kegatan, |3, ANDE MULYADI
5 Kecamatar Bebaiwa, Kab, Wapo, 20 Unit, 1 Kecamatan) 4 MUSTARIN, S0
6. Kocamaton Tanssiuoko, Kab, Wajo, 5 150 Xchmpok, 3 Kegatan } |5 Ferl Sagatra
7 Kecamatax Tempe Kah wan & (7 Kelompok 1 Talumdi 2 |6 TAQWA GAFFAR
13, Kecanmatan Manimgpajo Kebowap Ihosa) 7. W, Sysmamidin A SH
9. Kecumaran Giliresg Kabs wiyjo 7. 194 Kelomigok) {6 HERMAN ARGF, SH
10 Kecmnatam Pesrang Kab. wajn & (60 Kelixnpuk, 4 Kegisan] |9 AMBD DALLE, M Si
L1 Kecamatan Sajoanging kab. wajo 9150 Kelompok) 10 FERI SURAMHMAT S E VAP
12, ¥ecamatan Takbalalls Kb, wago 10|30 Kedompok, 4 Kegatan) 13 ANDI SUMANGE ALAMSH
13, Becamasan Sabbangparu Kab, walo 11024 Kelomgok, & Keglatan] |12 HURFAN SAPUTHASH
14 Kecamatan Kzera Kab waso 12 (36 Kebomgok, 7 Kegiatan) |13, FARHAN PHADANA
13 (0 Reloenguk, 10 Titik, | 14, Drx ARDI RISTAN P M Si
Recamacas) 15 In JUNAIDE MUHAMMAD
1419 Xelompuie, | Kegatun) |16 Ir HSUDTRNAN MERIT
17 HE ANDI SULEHA SELLE. SH
IR AMRAN S Sas, MSI
1% DIRGA DWIFUTRA ASHAR,
5P
20, SULHAN
20 ALIEF KURNIAWAR
22 AN MUK SARWAN, Sp
23 HARYANTO, S.E
24, APRILIANLS Kep NS
25 M) ANDE BESSE SUNARMI,
S Ses
26, H NUSTAFASH M §i
Pelutibam dan Ferslanmpingan leah Tk USRM yang
pemasfursan Sistem Pelzporas dapathan Pelatihas das
Pembukuan Pencatatan Kewangan Pendsnipiugan Pelapocan
hagh pelales UNKM Pembutuar Percatatan
Kmu\gn ‘nr.mm
(Porsentase Koperash yang
2 'tm’:l:::‘lhl dun Latihan diberfkan Debungan
Porko iMImI Velatthan
L Keluraba /D Keonnalan Belawa, L4 Kegatan Noass-Noma Menguend |
Kab. Wajo L | Kegatan LARGA PRASETYA ASHAR SE
2, Keluraban/Desa Kecamatan 11 Kegiatan 2. ANDE TRI SAKTI
mwznln& Kecamatan Gilireng, unlah A Koperasl yang ; : Kq;am: : r::w::us H
h.-ndi.dlkan dan Latdan Ferkoperasan |3 l('u:. Moumpanng, Kah Wao ﬂm‘:&:;ﬁ:‘:ﬂt% 6 1 Kegaatan . 5. AMMX.S.&P:MM :
bogs Koperasi yang Neamgmotaamaya |4, Kelurahan / Dess Koo Sebhanggan, Sasernd vius 7. 1 Kegsatan dan 2 Kelompole |6, H). ANDI BESSE SUHAEML
dalun cdeorah Kx 1SRt 'a Kegiat
PRI ?:?d‘?n::an} Dess Koo Penimas Keanggotamnya dalam daerah ::muput S :SS‘;LHAN
; . o ‘ By plan /Kots < s i
b Wao 18, ANDIE SUMANGE AL SH
4. Kecumatan Tecasitolo. Kah Wajo
¥ Kecamatan Toktkalalls, Kab Wajo
4. Kecamatan Majauleng Kab Wajo
Peningkastan Pemaharan dan TRomsNams Penguesd :
Pengetaliuan UMEM serta Kapasits |1 ocamatas Parsans dan Kecamatan Jfeslah SDM yasg Nemahaes LALIEF KURNIAWAN
han: Kompetensi SOM UMEKM dan Sablvasgpara, Ksbs, Wago, Pee e tabanan Tlsahu Miero dan |2 Keglitan
Kewtraasahaan melalal Pendidikan Kewlrausabaan
dan Pelatihas
3 [Program Peniogkatan Sursas b
Distribus| Perdagangas
Ditimgkatian Xualitassyva
Fembungunan dan Pengeiokaie saruns IU::::B "‘l"::‘ ‘lh!\ prowirasa
INstrbus Perdagangan z| wnsn:lk:::;f
Penyedinan Sarana Distritust I, Kecamatan Tempe, Kab, \Wajo L. {3 Keglatas) er~Mm Pergrasul
Perdagangan Z Kacamatim Sabbangpars, Kab. Wajo 2.( 1 Keglatan) LHRISMAN LUKMAN SP M S|
3. Pasar Sentral Sengiang Kelurahan 3.(1 Keglatam) 2 RAHMAN RAHIMS E
L apanghoda Kecamatan Tempe. Kah A.{ 1 Kegiztan) 3 I HSUDIRMAN MERI
'Wajn 5.0 7 Begintan) &, ALIFF KIRNIAWAN
4. Desa Kametrt Kecesnatun Pammana , 6. 1 Negiatan) 15, ASRIJAYA LATIF
7.4 1 Pasat) 6. HARVANTO,5E

by Wi
E:stw lelang Kecanatan Sajomging,
b. Wajo

0, pxsar tkan Taspung Mansk, Kah, Wajo
7. PASAR HELAWA, Kzh Wae

TANDETRISACTY
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Tabel 2.6
Usulan Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2027 Kabupaten Wajo

Nama PD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

-1 -2 -3 -4 -5 -6
PRO X AVAANTSANA Pessentase Pertumbahan
1 IMENEINGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA UMKM Wirassaha Bary
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usahia Mikro yong
Dilakukan Melalut Pendataan, Kemitraan,
Kemudahan Pertanan Penguatan
Kelemwbagaan dan XKeondinast dengan
Para Pemangkus Xepentingan
Pembinaan dan Fasiiitas Pomuliban [Tollesang Kee. P.m"lnf“m' Jurmbah UMKM yuny terfisibitas) ) Hasd Usulus
Usah Diesi Pangi Kec. Takkalail, Pemulihan Usaha (Unit Usah 10 Unsit Usaha i
saha aro Kec. Taldcatalla erulihan Usaha (Unit Usaha) usrenbang
Jlumish UMKM yasg dibvina dan
Pembinann dan Fasilitass Pertzinan Desa Ale Lebbae Kee. difastlitasl dalam meogakacs 1% Unit Usaha Hast Usuban
Berusaha bagl UMKM Fltumpanua Sertitikast dan Sundardizas W Musrenbang
[Produk [Unit Usaha )
, Porsentaso Koperas yang
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2 | PERKOPERASIAN Ileorllun Dukungan Fasilitasi
Pelatihan (Persentase)
Peadidilun dan Latthan Perkcoperasian lumiah SOM yang Monahami
Bagl Koperasi vang Wilsyah Keangpotuan Pengetahuan Perkoperasian
datam Dacral Kabupaten /Kot [Orang)
Peni an Pemahaman d
'eningkatan Pema mn-.m dan jumlsh SDM yang Memahami
Pengetahunn Perkoperssian serta Dot Lickinsudsnns Bt 0 P tabuan Perk Y %0 Hass Usulan
Kapasitas dan Kempetens: SDM ST R 5 el el J Musrenbhang
[Orang)
Koperast

Setelah diperoleh kesepakatan, maka dilakukan penggabungan dengan Rancangan Renja OPD
yang telah disusun oleh tim penyusun Renja OPD yang selanjutnya disajikan kedalam Tabel dibawah
ini:
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Tabel 2.7

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Kabupaten Wajo
Nama OPD : Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo

1 2 3 4 B 6 7 a8 9 10 11 12
CTVIIAN FEUNINTS UIUemn e e ¥ [Rata-Rata Realtsasi oupat 0 [k v enrroere | 1
NS :
Pemyusunan Dokumen Perencanaan  |Oinas Perirdagkop dan | Jombsh Cokumen Perencansan Peryusunan Dokumnen [umish Dokumen Perencansan :
Perangkat Daerah UKM Perangket Daerah T | O 2/000.000 Perencarsan Perangkat Deersh E‘Nmm‘"‘ Perenghat Doerat : ! Dek 2.000.000
Jumih Dokunen P Durrich Dokumen s
Kocrdinas! dan Penyusunan Dobuven  |Dinas Perirdaghop dan | RKASKPD dan Laposan Hasl ! Keordnasl dan Pewusunon RKASKRD dan Laparan =gl ‘
RKASKPD UKM Koordinas! Penyusunan Do kumes 3 ok 1:500:000 Dofumen REA-SKPD mﬂdﬂwﬂ' Koordinasi Femyususan Dokumen 4 i Dok 1:500,000
ABEASKPD +
Jumish Dokumen Perubahan RKA- Dites urrich Columen Pesubshan RKA- :
Koordinas! dan Pempusuran Doliaren  |Dinss Perindagkop dan | SKFD dan Laporen Masd Koordines: 1 Dok 1,500,000 Keorchnas! dan Fevwyusunen Perindaghnp Gan [SXPO den Laporan Masi! Kcordinesd 1 { Dok 1,500,000
Pervbaban RKASKFD LUKM Fenyusuran Dokumen Perubohan Dokumen Perubatian RKA-SKFD UKM Peryusenan Dokumen Fenabahon : o
FXA-SKFO RKA-SKPD !
Timbah Capoeans Captaes Kinerja dan Tl Laguran Capaian knans dan |
e v |oinas puriectaghap dun : .::.:a drast - Laporu |md.’m mare meuulw . |
Capofan Kirerja dan [khtisar Realsas! . N L 1 1,500,000 |Loporan Capolan Kinerja don Perindagkop dan 1 itaporsn 1.500 o0
LUKM Penyusuran Lapocan Capasian n Pernusenan Lagoran Capaian {
Knerjs G0 Ikhtizer Realsas Kinerja SXPD UKM
Kinarja dan Tehtkar Realsasi Kinerja Kinora dan Dhtisar Roalisas! Kinerkal !
=354 0 :
Dinas H
. |Dinas Pesiedaghop dan | Jumish Laporan Evaluasl Kinesja Lapora ) Dumdeh Laporan Eviduad Kines o |
Eveluas Kinera Persagkal Desrsh oo Porangict Daorah b e 2,000,000 |Evdu¢i Krwrna Perarghal Dssrah Pv;ndogwpdmw. Dacrah b3 2uamn 2.000.000
Pelaksanan Fonum Perangias Doean Jumiah Berita Acara Hasl Forum Peaksanaan Foram Perangkat Jurriah Benta ACara Hase Forum :
Ber dasarkan Bidang Urusan yang | Peert dan Purangiod Dascat Berclaanrdian vt Bortlavarkan Biding Dinae Persnghal Dawrah Bardaartan ,
Diampu dalam Rangka Perryusunan e degkop Bdaeg Lrusen yang Diampu dasm | 1 Ak 1.300.000 |Unusan yarg Dampu dabm Parindaghop dan [Bicang Unasan yang Dbampy daam | 1 ¢ 1.500.000
Dobumen Perencanaan Perangcat Ranga Perwasonan Dokumen Rangka Penyusunan Dokumen UKM Rangka Ponyusunan Dokumen i
Overah FPerencanoan Perangat Dasah Perencarasn Perangkat Doerah Perercanaan Peranghat Doerah i
. R . Dinas ' = |
Pcnyedioan Gaj dan Tunjangan ASN 3;:"’"‘"*"""" 2‘.’:’;"0""%"“”"6"' st {ogbe|  6.560.757.158 ::"N"’""'G‘“‘"'W mmmom - Ormlygmnmm s ogn|  &S6075TI
Tumiah Laporsn Keusngen Akier Laparan Sassangan Akhir i
Keordnasi dan Penyusinan Dinas
Mocrcinasd don Penpusunan Laporon | Dénas Porindaghop dan | Tahun SEPD dan Laporan Hasl Laporn Torun SKPD don Laporan Hasll !
: Al Yoban SKPD rove Nacomns B ! . 2.000.000 |Laporan Kecangan Ak Tatun :'i.ndlqtnpdm Sirars § S L {Lapran 2.000.000
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$0.000.000

2.000.000 2.000.000
2.000.000 20 | Poket 2.000.000
5.000.000 20 ; Paket 5.000.000

Ut Paralatan Gan MNasin
8 yang Drseciakon

70.067.134

70007018

Uit Safina dan Frasarana

Dabatan yang Dipeiinara don

kan
s Jebatan e [dbayarkan Pajaioye
| Paritanan Gan Masn Lanvys Pl Parain Parakitan can Mos) Dhamieh Poralitan Gan Masn Lanwyi
UM Ot} mooo.onmum ]wm e Dipett 7 | unit 10.000.000+
Sarana can Prasarara - r Renabilkasi S Dines Sarm:;‘m
Peasseans Cadung Kantor stay T 10.000,000|dan Srasseana Godirg Kamtar  [Perisdaghap dan oy M Bengunen | e 10.000.0%0
bargunan lenova yang atau banguran larnya LK™ ung
lmmmm Urusan Wajib ukan
Pelayanan Dasar
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URUSAN PEMERINTAHAN RIDANG URUSAN PEMERTNT AHAN i
KOPERASIT, USAHA KECIL, DAN 315,000,000 [RIDANG KOPERASI, USAHA !

Pelaksansan Proses Pemen ksesn der ut Wagn, S ! Prlaksanoan Proses Pemerkssan ek, Wegt, i
Mecamatan, Semus Jumizh Koparas yang telan Semus {
Pergewason Koperas! yang Whayeh | s Gakkan Pemerksaan das 250 | U 70,000,000 [ Pendmwasan Coperast yang | oL 501 U 70.000.000
M Daerah Porgmnsan I U=aba Wiayah Keanggotsannya Deerah : U=zha
4 Prog | o A e S 1 ’7‘ “: g f o ._.,;'
_ B AN A SN o] P N

Kab. Wajo, Serma Kab. Wajo,
Prdgcsansan Penllsan Kesshatan Pedokanaan Perdbvan Kesshatan Jumish Unt Usaha Koperas! yoang $
KSP/USP Koperast Kewenangan Kecamatan, Semua  |Jumish Unt Usaha Koperasi v | |, | Unit 30.000.000 |KSP/USP Koperasi Kewenangan | <M Teloh Dfabukan Pesvlzion 100

Uhatan
Orang 30.000.000 | Musrenbaeg

Mab, Wagn, Seeren
Poringbatan Pemanaman ¢an
Porgotatuan Purkeporasion merta Kecamatan, Semus
Kapasitas dsn Potensi SOM Koperasi | NeVDe20

§ Eq LA S
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Kab. ‘Wajo, Semuse Kah Wiao, Usulan
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3.1

BAB II1
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN

Telaahan terhadapa Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP-Nasional), menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah
rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut
memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan
tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya
tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa
mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

RPJP-Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional). Pentahapan rencana
pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai
dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
RPJM-Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program-
program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiscal dalam rencana kerja
yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik
dan berkualitas digambarkan dalam Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD
Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028.

Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 17 prioritas Nasional , yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian
Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi
Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang
Berkualitas, MendorongKewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal;
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4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan
Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam
untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan
Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan
Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai
Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Dan adapun 17 Prioritas Persiden, yaitu :

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;

Penyempurnaan sistem penerimaan negara;

Reformasi politik, Hukum dan Birokrasi;

Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Pemberantasan kemiskinan.

Pencegahan dan pemberantasan naroba;

N o A WD

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rayat indonesia,

Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;

o

Penguatan pendidikan, sain dan teknologi, serta digitalisasi;

9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan
internasional yang kondusif;

10.Penguatan kesetaraan Gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta
penyandang disbilitas;

11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestsida langsung ke petani;

13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitas baik untuk
masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit
usaha dan pembangunan ibu kota nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif
karakteristik mandiri lainnya;

15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA),

termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-

luasnya dalam mewujdkan keadilan ekonomi;
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16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan
perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi

olahraga;

Telahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Sulavesi Selatan

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, Visi
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPIJMD) Tahun 2025-2030 adalah “ Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter
. Berdasarkan visi dan misi yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa
depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) Tahun
sesuai misi yang diemban. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan Tiga Misi pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan Tahun 2025-20230
sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;

2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan;

Keterkaitan Visi ,Misi Sulawesi Selatan Maju Dan Berkarakter dengan OPD Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan dan Sektoral lainnya:

1 Pelayanan yang responsive dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.

2 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel Membangun infrastruktur
dalam menguatkan interkonektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan
menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.

3 MewujudkanPusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif Mengembangkan
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan BerkarakterMemenuhi
akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan

kebudayaan daerah.
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4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat

serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

TELAHAAN KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pemerintah Pusat dalam menunjang tujuan nasional menetapkan Visi pembangunan
nasional tahun 2025 - 2029 yakni “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045",
mengandung pengertian bahwa pembangunan diperlukan kerjasama putra - putri terbaik
bangsa yang memiliki kesamaan tekad sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara
negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita - cita Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan
ini menjadi pertimbangan dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin
keberlanjutan pembangunan industri dan Perdagangan. Kebijakan Pembangunan Industri
Nasional dan Perdagangan disusun agar dapat merealisasikan cita-cita luhur bangsa
Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan
cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis financial global yang terjadi saat ini.
Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan
menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri
daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Visi pembangunan Industri dan perdagangan Indonesia pada tahun 2030 adalah
menjadi negara industry dan dunia usaha tangguh dengan cirri-ciri seperti yang telah
disampaikan diatas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2025-
2030 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju barudan perdagangan denga dunia usaha
dengan peningkatan ekspor, dan visi yaitu Memantapkan daya saing basis industri dan
perdagangan manufaktur yang berkelanjutan (sustainable) serta terbangunnya pilar industri

dan dunia usaha andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi.

2. Terseleksikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai

tambah.

3. Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri

menengah, dan industri besar.

4. Tercapainya peningkatan industri penunjang komponen.
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. Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi)

. Tercapainya Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; untuk menciptakan surplus

neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non- migas bernilai tambah dan jasa
sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan

ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitasdan berkeadilan.

. Meningkatnya konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; melalui

stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen.

. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan

berkualitas; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel

dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sesuai dengan visi diatas, maka misi lima tahun sampai dengan tahun 2025-2030

dijabarkan sebagai berikut:

© N O U A W=

Mendorong peningkatan nilai tambah industri

Mendorong peningkatan penguasaan domestik dan internasional

Mendorong peningkatan industri jasa pendukung

Memfasilitasi penguasaan teknologi industri

Memfasilitasi penguatan struktur industri

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau jawa

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDRB

Mendorong peningkatan Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah
dan Jasa;

Terwujudnya stabilisasi  harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan
pokok;

10. Memfasilitasi pemberdayaan dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;

1
1

1. Memfasilitasi pasar produk dalam negeri;

2. Mendorong optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;

13. Mewujudkan kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional;

14. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan
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TELAAHAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUL-SEL

Kepala pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian di
pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih membuat panduan dan arah kebijakan
terkait program kerja yang akan dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun pemerintahan
kedepan, visi dan misi yang diusung gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah
diharapkan menjadi petunjuk atas program - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup
pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
Adapun Visi Gubernur Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER adalah refleksi dari visi
dan misi Presiden, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi
masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam mendukung target Rancangan Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, untuk meningkatkan pendapatan per kapita setara
dengan negara maju, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya
saing sumber daya manusia, serta mengurangi intensitas gas rumah kaca menuju Net Zero
Emissions. Dengan memadukan potensi lokal dan kebijakan nasional, serta berfokus pada
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, kami yakin dapat membawa Sulawesi Selatan
menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera. serta memberikan kontribusi signifikan
bagi kemajuan Indonesia dan pencapaian Indonesia Emas 2045.

Arah pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan tergambar dalam uraian
sebagai berikut :
. Peningkatan layanan kesehatan untuk semua ;
. Pendidikan berkualitas dan merata ;
. Perlindungan sosial yang adaptif ;
. Pengembangan iptek, inovasi dan produktifas ekonomi ;
. Penerapan prinsip ekonomi hijau ;
. Transformasi digital dan birokrasi efisien ;
. Integrasi ekonomi regional dan global ;

. Pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat ekonomi ;

O O N O U1 A~ W N =

. Pemerintahan yang berintegrasi dan inovatif ;

—
o

. Ketaatan hukum dan stabilitasi demokrasi ;

—
|

. Stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan ;

—
N

. Kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah dan peningkatan daya saing ;

—
w

. Kemajuan budaya dan keberagaman ;

—
N

. Keluarga berkualitas dan kesetaraan sosial ;

—
ul

. Ketahanan air, pangan dan energi ;

—
(o))

. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ;

—
N

. Ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.
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Dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan Gubernur terpilih maka ringkasan program
kerja yang berkaitan dengan urusan Koperasi dan UMKM terdapat pada program kerja ke-
32 yaitu Melanjutkan peningkatan daya saing UMKM dan Pengembangan Ekonomi
Kreatif. Program kerja ke - 33 Pelatihan, Akses modal, pemasaran dan sertifikasi
halal untuk UMKM di Sulawesi Selatan. Program ini bertujuan untuk mendukung
pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan melalui
pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, akses modal, pemasaran, serta bantuan
sertifikasi halal.

Dalam lima tahun kedepan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan dilaksanakan
melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-
kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi
dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan
dukungan iklim usaha. Hal ini sejalan dengan tiga tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM
dimana pada tataran makro, kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mencakup
perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan koperasi dan
UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya berkaitan dengan peraturan, persaingan
usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, serta peran pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tugas utama yang di emban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Sulawesi Selatan adalah memperkokoh perekonomian Sulawesi Selatan melalui penciptaan
KUKM - KUKM baru berbasis wilayah agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan
roda perekonomian wilayah, mengurangi angka kejahatan dan berperan langsung dalam
meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang berorientasi pada kemampuan wilayah dan
sumberdaya lokal.
Pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga di arahkan pada
peningkatan produktivitas dan produksi yang saling berhubungan untuk menjamin
ketersediaan produk dan keberlangsungan usaha melalui pola yang sistematis, berkelanjutan
dan terintegrasi melalui kontribusi nyata pemerintah daerah yang berada di wilayah dan
memadukan empat pilar yaitu pilar Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup, Aparatur atau
Birokrasi, dan dengan tetap memperhatikan peran swasta atau dunia usaha.

Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung tercapainya tujuan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah
1. Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor Koperasi dan UKM, dan

2. Mewujudkan akuntabilitas perangkat daerah yang adaptif
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Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas ;
2. Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha ;

3. Terwujudnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Kementerian Koperasi dan UKM

Pemerintah Pusat dalam menunjang tujuan nasional menetapkan Visi pembangunan
nasional tahun 2025 - 2029 yakni “Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045",
mengandung pengertian bahwa pembangunan diperlukan kerjasama putra - putri terbaik
bangsa yang memiliki kesamaan
tekad sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan
mencapai cita - cita Indonesia Emas 2045. Adapun Misi tertuang dalam ASTA CITA yang
menjadi Prioritas Nasional 2025 - 2029 dimaksud adalah :

a. Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi

Manusia (HAM)

b. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan
ekonomi biru.

c. Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi
melalui peran aktif koperasi.

d. Asta Cita 4: Memperkokoh sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda
(generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

e. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan dan pengembangan industri berbasis sumber daya
alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

f. Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi ,
pemerataan ekonomi dan pemberantasan korupsi.

g. Asta Cita 7: Memperkokoh reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

h. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat

adil dan makmur.
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Untuk mendukung ASTA CITA diatas telah tertuang 17 program prioritas Presiden
adalah sebagai berikut :
. Mencapai swasembada pangan energi dan air;
. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;

. Reformasi politik, hukum dan birokrasi;

1

2

3

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;

5. Pemberantasan kemiskinan;

6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;

7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan

BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;

8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi;

9. Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang

kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang

disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;

12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisidan langsung ke petani;

13. Menjamin pembangunan huniat berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat

perdesaan . perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program

kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota- kota inovatif -

karkteristik - mandiri lainnya;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk

sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan

keadilan ekonomi;

16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan

perawatan rumah ibadah;

17. Pelestraian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional maka urusan Koperasi dan

UMKM termaktub dalam Asta Cita ke-3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan

meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di

sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dan terurai dalam program prioritas ke 14

Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit

usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif - karakteristik -

mandiri lainnya.
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Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No Kebijakan Nasional/Provinsi Sumber Keterangan
-1 -2 -3 -4
A Nasional ( Perindustrian )
1 Target Kontribusi Industri terhadap PDB RPIJMN 2025-2029
2 Penguatan Kawasan Industri RPIJMN 2025-2029
3 Strategi Investasi RPIJMN 2025-2029
4 Hilirisasi & TKDN RPIJMN 2025-2029
5 Stimulus Ekonomi untuk Industri Manufaktur RPIJMN 2025-2029
A Nasional ( Perdagangan)
1 Strategi Ekspor dan Pasar Global RPIJMN 2025-2029
2 Program Prioritas Kemendag 2025 RPIMN 2025-2029
3 Diplomasi Perdagangan dan Akses Pasar RPIJMN 2025-2029
4 Deregulasi dan Ekspansi ke Pasar Baru RPJMN 2025-2029
5 Kebijakan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi RPIJMN 2025-2029
6 Ibu Kota Nusantara sebagai Proyek Strategis (IKN) RPIJMN 2025-2029
A Nasional (Koperasi dan UKM )
Penguatan peran UMKM dan koperasi dalam pembangunan
1 ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan (Asta RPIJMN 2025-2029
Cita)
2 Program Kementerian Koperasi dan UKM RPIJMN 2025-2029
3 Strategi pemberdayaan UMKM dan Koperasi RPIJMN 2025-2029
a Pemanfaatan teknologi dan data sebagai alat monitoring dan RPIMN 2025-2029

percepatan transformasi

Kebijakan afirmatif untuk mendorong skala usaha,
5 peningkatan skill, akses pembiayaan, dan keterlibatan dalam RPIMN 2025-2029
rantai global

B Provinsi ( PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN)

1 Penguatan sektor industri hilir berbasis bahan baku lokal RPIPD Sulsel

2025—2045
> Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri RPJIPD Sulsel
domestik dan global 2025—2045

3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor industri RPJIPD Sulsel

2025—2045

Penguatan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) melalui
4 digitalisasi layanan, pengembangan produk/jasa baru, serta RPJIPD Sulsel
peningkatan peran mereka sebagai sumber pendapatan 2025—2045

daerah

Penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk rantai
5 nilai industri halal dan pengembangan ekosistem industri halal
sebagai bentuk diversifikasi industri

RPJIPD Sulsel
2025—-2045

Pengembangan hilirisasi berbasis SDA unggulan, mencakup
berbagai komoditas seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa
sawit, kelapa, rumput laut, sagu, singkong, industri makanan
6 & minuman, tekstil, alas kaki, kimia, serta industri kendaraan
listrik (EV), elektronik, dirgantara, dan mesin. Juga penekanan
pada industri padat karya, teknologi tinggi, serta orientasi
ekspor

RPJIPD Sulsel
2025—2045

Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan

1 ekspor, dengan tujuan meningkatkan keterkaitan ekonomi RPIPD Sulsel

dan partisipasi dalam rantai nilai globa 2025-2045
Peningkatan ekspor produk dan jasa kreatif, mendorong

> pemanfaatan FTA/CEPA, memperkuat digitalisasi layanan RPJPD Sulsel
logistik, serta memastikan kualitas produk untuk menghadapi 2025—2045
persaingan global
Pengembangan sentra dan kawasan industri, pemasaran

3 digital (marketplace/pasar digital), sertifikasi dan standarisasi RPJPD Sulsel
produk UMKM, serta kemudahan ekspor langsung (direct 2025—-2045

export).

Peningkatan kualitas kemasan, HaKI (Hak Kekayaan
Intelektual), dan akses pasar ekspor diarahkan sebagai
4 langkah untuk menambah nilai tambah produk komoditas

RPJPD Sulsel

unggulan (beras, jagung, rumput laut), serta memperkuat 2025-2045
ekonomi kreatif
B Provinsi ( KOPERASI DAN UKM )
1 Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) periode 2025—-2029
2 Fasilitasi Legalitas UMKM dan Sertifikasi Halal periode 2025—2029
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta
mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat
menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam
jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra OPD. Sesuai Perencanaan Staretgis Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan Tujuan

dan Sasaran Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.
1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin
dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan
secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan
permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat
Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD.
Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur
dan target selama 5 tahun ke depan.

Adapun Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Perindagkop
dan UKM Kabupaten Wajo adalah :

“ Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui
pengembangan sektor Industri dan Perdagangan yang berperan utama
dalam pertumbuhan Ekonomi Daerah.”
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2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan
pernyataan tujuan yang telah dirumuskan serta berdasarkan pada tugas dan fungsi PD
atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap perangkat daerah. Hal
penting yang perlu diperhatikan bahwa sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan
merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II), yang akan dijabarkan dalam program,
kegiatan, sub kegiatan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan
UKM, maka ditetapkan 5 (Lima) sasaran yang ingin dicapai selama 5 Tahun kedepan.

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra ) 2025-2029 Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo sebagai berikut :

a. Pengembangan Koperasi yang Kuat dan Mandiri

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM.

¢. Pengembangan Industri yang kompetitif dan Inovatif

d. Meningkatnya Volume Perdagangan

e. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang efisien dan efektif.

Perumusan tujuan

dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu  penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

OPD. Tujuan dan sasaran termuat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan T;;ggt
1 | Meningkatnya
Produktivitas dan Pengembangan Koperasi Persentase Koperasi % 6.80%
Kualitas Koperasi, yang Kuat dan Mandiri Sehat !
Usaha Mikro Kecil
Menengah ) )
yang tangguh, mandiri | Peningkatan Kualitas dan | pe v yhihan UMM % 2,57%
dan berdaya saing Daya Saing UMKM '
melalui pengembangan
sektor Industri dan Pengembangan Industri Persentase
Perdagangan yang yang kompetitif dan Pertumbuhan % 5,35%
berperan utama dalam Inovatif Industri
pertumbuhan Ekonomi .
Daerah. Meningkatnya Volume Nilai Ekspor Barang Nilai -442.648,17
Perdagangan
Meningkatnya Tata Kelola -
Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKTP Nilai 82,40
. i Perangkat Daerah
yang efisien dan efektif
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, kegiatan dan sub.kegiatan OPD terhadap SPM.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat
perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo dukungan rencana program,
kegiatan dan sub.kegiatan terhadap Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 dapat
dilhat ditabel beikut :

Tabel 4.1
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap SPM Tahun 2026

Capaian Kinerja dan Kerangka
Indikator Kinerja Pendanaan Tahun 2025

No Indikator SPM Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan

Target Pagu Indikatif

TIDAK ADA

Pada tabel di atas untuk Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo belum
mengampuh SPM serta target ,pencapaian kinerja dan pagu indikatif tahun 2027.

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS

SDGs/TPB ini adalah pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi
kebijakan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam
bentuk indicator, kegiatan dan program yang terukur dan juga indikasi dukungan
pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika semua target TPB/SDGs di tingkat nasional
sudah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Adapun dukungan rencana program kegiatan dan sub kegiatan dan indikasi
dukungan anggaran terhadap TPB/SDG tahun 2027 pada Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Wajo tersaji dalam tabel dibawah ini :
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Tabel 4.2
Dukungan Rencana Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan OPD terhadap TPB/SDGS Tahun 2024

Capaian Kinerja dan Kerangka
. . . Indikator Kinerja Pendanaan Tahun 2025
No | Indikator TPB/SDGS Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan . L A
Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan
Target Pagu Indikatif
Proporsi nilai tambah
sektor industri
. . o
1 manufaktur terhadap PDB Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |Persentase Pertambahan Jumlah Industri 85% 170.000.000
dan per kapita.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
o ) e Tersedianya data, informasi dan hasil dari
Industri Kabupaten/Kota .
pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan 1 Laporan 170.000.000
industri kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
) ) 1 Dokumen 30.000.000
Pembangunan Sumber Daya Industri pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. . 1 Dokumen 80.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- . - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan :
) Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 1 Dokumen 40.000.000
Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
Masyarakat
P.elaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) ]Lllmlah.ob]ek pengawasan jaminan produk halal yang dapat 1 Dokumen 20,000,000
di level Kabupaten/Kota diawasi
Pi P dalian Izin Usaha Industri P tase Peni tan P dalian Izin Usah:
rogram Pengendalian Izin Usaha Industri ersen .ase eningkatan Pengendalian Izin Usaha 100% 20.000.000
Kabupaten/Kota Industri
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI
Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri ~ (Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi 251KM 20.000.000
(IPKI) Kewenangan Kab/Kot
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar persyaratan/standar ?{eglatarll 1lxsaha sektor permdusltrlalnl
. . ) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko
kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka . ) ; )
. . - . |untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui | ) o .
. . S risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas 1 Dokumen 20.000.000
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang ) ) . )
) . ) e . yang terintegrasi dengan Sistem 0SS RBA, bagi Penanaman
terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission . )
) Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri
Risk Base Approach (0SS RBA) . > -
Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Pi Pengelol. i Inf il i P i i kecil, h di
rogram engelolaan Sistem Informasi Industri ersentase data industri kecil, menengah di 100% 20.000.000
Nasional kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI |Persentase Ketersediaan sistem informasi industri 27 Data 20,000,000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINas S
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data |{Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
. o . o o 1 Dokumen 10.000.000
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Industri Nasional (SIINas) Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil
1 Dok 10.000.
Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas pengolahan dan analisis melalui SIINAS oxumen 0.000.000
2 Palu per.'tumbuhan PDB Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |Persentase Pertambahan Jumlah Industri 85% 170.000.000
industri manufaktur.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tersedianya data, informasi
Industri Kabupaten/Kota dan hasil dari pelaksanaan dan 1 Laporan 170.000.000
evaluasi rencana pembangunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
) ; 1 Dokumen 30.000.000
Pembangunan Sumber Daya Industri pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. . 1 Dokumen 80.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- . - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan ;
) Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 1 Dokumen 40.000.000
Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
Masyarakat
P.elaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) ]Lllmlah.ob]ek pengawasan jaminan produk halal yang dapat 1 Dokumen 20.000.000
di level Kabupaten/Kota diawasi
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Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Persentase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha

1009 20.000.000
Kabupaten/Kota Industri b
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI
Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri ~ {Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi 251KM 20.000.000
(IPKI) Kewenangan Kab /Kot
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan
tan/standar kegiatan usaha sektor perindustri
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar persyaratan/ tandar . e n l.lsa @ Sexo” perin usl na.n.
) ) . dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko
kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka . . . .
) . o . |untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat
penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui | . . o .
, ) o risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas 1 Dokumen 20.000.000
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang . . . .
) ) ) o o yang terintegrasi dengan Sistem 0SS RBA, bagi Penanaman
terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission . .
Risk Base A h (0SS RBA) Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri
1St Base Approac Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Pro:gram Pengelolaan Sistem Informasi Industri  [Persentase data industri kecil, menengah di 100% 20.000.000
Nasional kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI |Persentase Ketersediaan sistem informasi industri
) 27 Data 20.000.000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINas
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data  |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
. o . o . 1 Dokumen 10.000.000
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi ~ |Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Industri Nasional (SIINas) Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil
1 Dok 10.000.000
Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas pengolahan dan analisis melalui SIINAS orumen
Proporsi tenaga kerja pada
sektor industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |Persentase Pertambahan Jumlah Industri 85% 170.000.000
manufaktur.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tersedianya data, informasi dan hasil dari
Industri Kabupaten/Kota pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan 1 Laporan 170.000.000
industri kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan 1 Dokumen 30.000.000
Pembangunan Sumber Daya Industri pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri oKume o
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. .| 1Dokumen 80.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
. . o Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan ,
. Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 1 Dokumen 40.000.000
Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
Masyarakat
P'elaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) ]Lllmlahlobjek pengawasan jaminan produk halal yang dapat 1 Dokumen 20000000
dilevel Kabupaten/Kota diawasi
P P dalian Izin Usaha Industri Persentase Peningkatan P dalian Izin Usah
rogram Pengendalian Izin Usaha Industri ersen .ase eningkatan Pengendalian Izin Usaha 100% 20000000
Kabupaten/Kota Industri
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI
Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri ~ |Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi 251KM 20.000.000
(IPKI) Kewenangan Kab /Kot
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan
o persyaratan,/standar kegiatan usaha sektor perindustrian
Fas¥llt351 verifikast pemen.uhan pfersyaratan/ standar dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko
keglatap usahals?ktor perindustrian dz.alarln Irangka _ |untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat
pgnerbltan perlz.man bergsah§ berbasis risiko melali risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas 1 Dokumen 20.000.000
Slst[em Infolrma51 lndlllsm Nasul)nal (SHN&S) yarllg . yang terintegrasi dengan Sistem 0SS RBA, bagi Penanaman
tgrmtegram dengan Sistem Online Single Submission {001 ot o Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri
Risk Base Approach (0S5 RBA) Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
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Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Persentase data industri kecil, menengah di

0/
Nasional kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas — 20.000.000
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL IUKI | Persentase Ketersediaan sistem informasi industri 27 Dat 20000000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten,/Kota berbasis SIINas 4 S
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data  |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
. . . o o 1 Dokumen 10.000.000
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi ~ |Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Industri Nasional (SIINas) Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil
Industri Kabupaten,/Kota Melalui S[INas pengolahan dan analisis melalui SIINAS 1 Dokumen 10.000.000
Proporsi nilai tambah
industri kecil terhadap ~ [Program Perencanaan dan Pembangunan Industri |Persentase Pertambahan Jumlah Industri 85% 170.000.000
total nilai tambah industri.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tersedianya data, informasi dan hasil dari
Industri Kabupaten/Kota pelaksanaan dan evaluasi rencana pembangunan 1 Laporan 170.000.000
industri kabupaten/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. ) 1 Dokumen 30.000.000
Pembangunan Sumber Daya Industri pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
. .| 1Dokumen 80.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
L . o Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan :
. Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 1 Dokumen 40.000.000
Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
Masyarakat
P.elaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) ]Lllmlah.ob]ek pengawasan jaminan produk halal yang dapat 1 Dokumen 20000000
di level Kabupaten/Kota diawasi
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persent'ase Peningkatan Pengendalian Izin Usaha 100% 20.000.000
Kabupaten/Kota Industri
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI
Menengah dan IZIN Perluasan Kawasan Industri  |Jumlah industri yang bersertifikat/terstandarisasi 251KM 20.000.000
(IPKI) Kewenangan Kab /Kot
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan
e persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar . . o
, ) , dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko
kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka . . . .
b i berusaha berbasis risiko melal untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat
p.ener ttan perlz.man ergsa a CrDasIs TISIKO MEAL | ciko usaha Menengah-TInggi dan Tingg, melalui SIINas 1 Dokumen 20.000.000
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang . . . .
i i Sistem Online Sinele Subisei yang terintegrasi dengan Sistem 0SS RBA, bagi Penanaman
;grllil;egrai engar}ll l(jgesnllkB: € SINgIE SUDMISSION  \yodal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri
isk Base Approach ( ) Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri  [Persentase data industri kecil, menengah di 100% 20.000.000
Nasional kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUL IUKI|Persentase Ketersediaan sistem informasi industri 27 Data 20000000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten,/Kota berbasis SIINas o
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data  |Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta
. o . o o 1 Dokumen 10.000.000
Lingkup Kabupaten,Kota Melalui Sistem Informasi | Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Industri Nasional (SIINas) Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data [nformasi dan Analisa Jumlah Data Pengembangan Informasi industri hasil
Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas pengolahan dan analisis melalui SIINAS 1 Dokumen 10.000.000
RENJA Tahun 2027 Disperindagkop & UKM Kab.Wajo Page 100



4.3. Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan dan dokoordinasikan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi
dan UKM Kabupaten Wajo untuk mencapai sasaran tujuan pembangunan daerah.
Sedangkan kegiatan pencapaian sasaran terukur yang terdiri dari tindakan pengerahan
sumber daya baik berupa personil ( Sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi,dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis daya
tersebut sebagai masukan keluaran (ouput) dalam bentuk barang/jasa.Untuk
merealisasikan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Wajo menetapkan Program dan Kegiatan yang telah disesuaikan
dengan Tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 demi tercapainya

apa yang diharapkan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Disperindagkop dan UKM perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator
kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Penentuan program, kegiatan dan
sub kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Arah kebijakan
prioritas yang diemban oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum
dalam RPD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 diimplementasikan melalui

program , kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasar pada Rencana Strategis 2025-2029 untuk tahun 2027 ,Dinas
Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo mempunyai Prioritas
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenan dari

Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo.

Adapun program yang dilaksanakan sebanyak 11 Program, kegiatan sebanyak

18 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
» Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
» Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
» Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
» Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
» Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam

Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
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b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
» Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
» Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
¢) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
» Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
d) Administrasi UmumPerangkat Daerah
» Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
» Penyediaan Peralatan Alat Rumah Tangga
» Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
» Rapar-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
e) Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
» Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
» Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
» Penyediaan Jasa surat menyurat
» Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
» Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan dinas
dan kendaraan dinas jabatan
» Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
» Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi;
a. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannnya dalam daerah kabupaten/Kota
» Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
a. Penilaian kesehatan Koperasi simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam koperasi yang
wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah kabupapten/Kota;
» Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
» Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan

Kompetensi SDM Koperasi
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5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,
Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Pemangku kepentingan
» Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha
» Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan
Keuangan bagi pelaku UMKM
» Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM
» Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk
6. Program Peningkatan sarana Distribusi perdagangan ;
a. Pembangunan dan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan
» Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
b. Pembinaan terhadap Pengelola sarana Distribusi perdagangan masyarakat di
Wilayah kerjanya
» Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi harga barang kebutahan pokok dan barang penting
a. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota;
» Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku
usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
» Pelaksanaan Operasi pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota.
8. Program Pengembangan Ekspor;
a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu) Daerah kanupaten/Kota
» Pameran dagang Nasional.
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen ;
a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera-Tera Ulang;
» Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera-Tera Ulang
10.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
a. Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
» Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan Sumber Daya
Industri
» Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana
Industri
» Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta
Masyarakat
» Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
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11. Program pengelolaan sistem informasi industri Nasional;
a. Penyediaan Informasi industri untuk IULIPULIUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
» Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas).
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi,Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wajo pada tahun 2027 untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Wajo
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BAB. V
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja perangkat daerah merupakan gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada
akhir priode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator
outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
priode RPJMD dapat dicapai melalui Renstra.

5.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang
menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level
intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan
sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja
organisasi setiap tahunnya.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 dan tahun 2028 serta kondisi akhir
Renstra tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penetapatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo
Target Kinerja
kator Kineria hun Kondisi
Tujuan/Sasaran e : Teguan/ Satuan §Eeinm) Akhir
2027 2028 svens
Ma' - m"""m' angan Koperasi yang Kuatdan o ease Koperasi Schet % 6,80% 7,00% 8,00%
Peningkatan K 3
o agaten Kusttas danDeya S809 Ipertumbuhan UMKM % 25M | 3m% | 330%
Pengenibangan Indusirl Yang ROMPEUT |y sertass Pertumbuhin Tndusr % 535% | 640% 7,2%
dan inovatif
Menngkatnya Volume Perdagangen Nilai Ekspor Barang Niai 442 648,171 432 648,17] 412.643,17
Menngkatnya Tats Kelole Ximerja > . * -
Poranghat Dacrah yang afisin dan cfekts Nilal SAKIP Perangkat Dacrah Nt 82,40 82,7 83,50

5.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2026 dan tahun 2027 tersaji
dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 5.2

Penetapatan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan Asumst CePaIan | target 2027
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4,6% 4,8%

2 Pertumbuhan [ndustri 4,95% 5,35%

3 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 6,4% 8,4%

4 Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRE sektor 1,4% 1,5%

industri

5 Ekspor Bersih Perdagangan -452.648,17 -442.648,17
6  |Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 53,33% 53,34%

7 Persentase Kopers Aktif 64,67% 64,90%

) Persentase UKM nen BPR/LKM Aktif 30,01% 30,05%

9 Persentase BPR/LKM Aktf 100% 1009

10 Persentase saha Mikro dan Kecll 3,03% 3,06%

5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD Pengampu SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok
ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian
kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah
dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu
menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam
SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat
memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib
melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk
merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan
disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perindagkop dan UKM
Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.3

Penetapatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo

No Indikator SPM Target Nasional

Asumsi Capalan
2026

Target 2027

TIDAK ADA
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5.3

Pada tabel di atas bahwa Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo belum mengampuh
Standar Pelayanan Minimal perangkat daerah dan tidak ada Asumsi capaian 2026 serta
target Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2027.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang memiliki arti Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan yang menjaga
kualitas lingkungan hidup, menjaminkeadilan masyarakat, memastikan tata kelola yang
sifathya menjaga dan meningkatkan kualitas dari generasi ke generasi dan menjaga
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. SDGs/TPB ini adalah komitmen nasional
dan global yang memiliki 17 tujuan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Hal yang menjadi prioritas guna mencapai target dari SDGs/TPB ini adalah
pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kebijakan perencanaan pada tingkat
kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Dalam bentuk indicator, kegiatan dan program
yang terukur dan juga indikasi dukungan pembiayaan sehingga bisa dikatakan jika
semua target TPB/SDGs di tingkat nasional sudah sejalan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk asumsi capaian TPB/SDGs tahun 2026 dan penetapan target TPB/SDGs
tahun 2027 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo
tersaji dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 5.4

ah Kabupaten Wajo

Penetapan TPB/SDGS Perangkat Daer

(4

Mengakhiri Kemiskinan dalam Bentuk Apapun

Target 1.8

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan

: |[meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan

kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

la.l*

Proporsi sumber daya yang
dialokasikan oleh pemerintah
secara langsung untuk program
pemberantasan kemiskinan,

Bidang
Perindustrian

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif

Tijunn & - dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Torget8.1 - Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesual dengan kondisi nasional dan, khususnya,
arg £ ' |setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
81.1*  |Laju petumbuhan PDB per kapita. perg:gﬁgm % 4,6% 4,7%
8.1.1.(a) |PDB per kapita. e % 4,6% 4,7%
Target8.02 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi
arg " [teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya,
Laju pertumbuhan PD8 per tenzga Bida
8.2.1* kerja/ Tingkat pestumbuhan PDE il Perin dun?sman % 4,6% 4, 7%
per orang bekerja per tahun.
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja
Target 8.3 : |layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha
mikro, kecll, dan menengah, termasuk melalul akses terhadap jasa keuangan.
Persentase akses UMKM (Usaha Bidang
83.1.(c) Mikro, Kedl, dan Menengah) ke Pemberdayaan % 2,5% 2,5%
layanan keuangan. UMKM
et8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperiuas akses terhadap
Torget s, ' |perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
Proporsi kredit UMKM terhadap Bidang
8.10.1.(b) total kredit. Perindustrian Rp 5.656.400.000 5.656.400.000

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelnjutan, serta

Tujuan 9 : ; i ;
Target'9.3 : Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kedil, khususnya di negara berkembang, terhadap
i * |jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantal nilal dan pasar.
Proporsi ndal tambah industr! kecil Bida
9.3.1* terhadap total nilal tambah " ok RP 11.500.000.000 | 11.600.000.000
. . erindustrian
industri,
9.3.2* PDB per kapita Sy % 4,6% 4,7%
3 Perindustrian : i
Tujuan 11 : |menjadikan kota dan pemukiman imklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Target . |Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi,
11.03 ' |perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
. ‘ Bidang
11.3.2/(b) .Jumah MY peiOSyeen Pemberdayaan |Koperasi 295 448
Infrastruktur. .
Koperasi
NB:

Industri Manufoktur Adalah : industri yang mencakup Industri yang mengoiah barang mentah

- menjodi barang setengah fodi dan menjad! barang jod!. Dan Inl disimatkan pada perusahacn

Perakitan, blesanye mengacu pado perusohaan yang bergerak dibldong Elektronlk dan Otomatif.
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BAB. VI
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini, disampaikan

kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :
A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo pada prinsipnya

diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kab.Wajo;

2. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Wajo tahun 2027 ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025-2029, dimana seluruh program dan kegiatan
beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Perubahan Renja;
dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 050-5889
Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran sub kegiatan sebagai
respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo;

3. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo
tahun 2027 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kab.Wajo Tahun 2026, dengan

tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo Tahun 2027 merupakan
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan
pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis
perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi
dan Misi Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 adalah sebagai
berikut :
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1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindagkop dan UKM Kab.Wajo secara
bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2027
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara
RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan ditetapkannya Renja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo
Tahun 2027 ini yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD
Kabupaten Wajo Tahun 2027 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Kabupaten;

2. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan
ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.

3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan

Renja Tahun 2026 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

4. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini, maka semua pihak dan kelompok
pemerhati (stakeholders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan
arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027 pada

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo;

5. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja
(LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Wajo Tahun 2027 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas

dan fungsi organisasi Tahun 2027;

5. Diharapkan dengan tersusunnya RENJA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2027 ini dapat dibangun komitmen
bersama dari seluruh jajaran organisasi baik Sekertariat dan Bidang-bidang agar

konsisten dalam Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.
C. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2027, selanjutnya Renja Tahun 2027 akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai tindak lanjut dari

penyusunan dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
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Kabupaten Wajo tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Wajo.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo tahun 2027 ini akan dilaksanakan secara
sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari
peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Wajo,
dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan

di Kab.Wajo.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Wajo tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub.kegiatan.
Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas
dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub.kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten

Wajo pada Tahun Anggaran 2027.

Sengkang, 02 April 2026

Plt. Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Wajo

Drs. H. ANDI CAKUNU, M.Si
NIP.19690424 199403 1 008
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